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(FRAKSI PKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

' F’ANDANGAN 'UMUM
FRAKSI PARTA| KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT

Tet_'hadap

1. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
-~ DAYA AIR ,
2. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
3. RANPERDA TENTANG SOTK Lembaga Lain
(Korpri,Bakoriuh,KPID)

Bismillahirrahmanirrahim, | \ |

Assalamu’alaskum Warahmatullabi Wabamkqtz%h. |

Yth. Saudara Gubernur Propinsi iSumaiteHg: Barat

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD
Propinsi .Sumatera Barat ’ o |

Yth. Saudara-saudara anggota Fofuni komunikasi pimpinan daerah Serta
ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat |

Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor, . L
Fimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Ormas, -
LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia. kg

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Pencipta,
Pemelihara, Penyempurna seluruh alam seisinya, Pemurah, Pencurah
rahmah, Pengasih tak pilih kasih dan Penguasa mutlak pada hari

|
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pembalasan. Salam dan Shalawat kita' sampaikan kepada Nabi

: Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummatnya.

[

Bapak Gubernur, pimpinan dewan dan hadirin yang berbahagia, |
‘: Teriring ucapén terma kasih tak lupa kami sampaikan kepada
E Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami atas |
nama Fraksi PKS DPRD Propinsi Su%natera Barat menyampaikan
Pemandangan Umum terkait den%;an ; ‘ |

1. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR | |

2. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK ! —

3. RANPERDA TENTANG SOTK Lembaga Lain
(Korpri,Bakorluh,KPID)

en

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin:yang kami

muliakan. |
|
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1. RANPERDA TENTANG PENGELQLAAN SUMBER DAYA AIR

Pemerintahan RI telah meletakkan pondasi dan basic
perw%/yuridis yang kdat dan jelas terhadap kekayaan dan
hasil alam yang menyangkut hajat ‘hidup orang banyak, salah
satunya yaitu air, sebagaimna diatur dalam UUD 1945 pasal 33
ayat 3, hal ini diperkuat dalam undang-undang no 7 tahun 2004
tentang sumber daya air. | |

Maka dari itu kami, Frak‘sj PKS memberi'apresi,asi kepada

Gubenur yang telah mengusulkan T(anperda tentang Pengelolaan
2
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Sumber Daya Air, hal ini tentu ‘ménunjukkan kesungguhan kita
dalam melakukkan pengelolaan dan  penataan - dalam
pemanfaatan sumber daya air yang sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat secara adil ‘dan merata. Namun untuk
melengkapi Rancangan Peraturan Daerah tersebut Fraksi PKS
memberikan beberapa pandangan, pertanyaan sebagai berikut .
1. Dalam rangka untuk menetapkan kawasan (maping) di wilayah
Provinsi Sumatera Barat baik berkaitan dehgan kawasan
~ tangkapan air, sumber daya aiT dan aliran sumber daya air
apakah sudah terangkum dalam Peraturan Daerah Tata Ruang
dan Wilayah Provinsi Sumatera Barat Hal ini menjadi penting
dalam rangka untuk pengel'olaan. pemberdayaan maupun
pengendalian sumber day? air, ;
2. Ketersediaan sumber daya air sangat dipengaruhi oleh
efektifitas daerah . tangkapan alr, mengingat merebaknya
illegal logging selama ini, apa upaya pemerintah dalam rangka
mengembalikan fungsi dan peranan daerah tangkapan air. ini,
agar dapat kembali berfungsi normal. Mengingat dampaknya (
dari illegal logging ini) hari ini sudah barJyak daerah aliran

sungai (DAS) yang mengalami qenyusutan bahkan kekeringan
air. :
3. Mengingat Peraturan Dgerah! lru masih dalam pembahasan,

bagaimana kebijakkan pemIermtah daerah dalam rangka
memberikan izin terhad@p masyarakat dalam penyediaan,
peruntukkan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air
kKhususnya pada wilayah Daerah aliran sungai (DAS) lintas

Kabupaten / Kota, dan lainya
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4. Apa upaya Pemerintah PIOVlnﬁl terhadap kegiatan/ aktifitas

masyarakat yang sudah terlanjur melakukan pelanggaran
terhadap pemanfaatan kawasén yang sudah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Tata 'Ruang dan Wilayah Sumatera barat.
Dimana kawasan tersebyt berada pada daerah tangkapan
sumber daya air, maupun: kawasan sumber daya air, sebagai
contoh pembangunan pemukir’lnan di kawasan hutan
konservasi lembah anai, pemukiman dan bangunan lain di
pinggiran danau singkarak.

. Apakah dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sudah

mengatur bagaimana keterlibatan masyarakat dalam ikut serta
melakukan pengamanan terhgdap kawasan-kawasan yang
menjadi tangkapan air maupun kawasan sumber daya air,
karena tanpa melibatkan masydrakat setempat nanti jUStI’U
menjadi pemicu kerusakan dikawasan tangkapan air tersebut.

. Dengan maraknya berdlp hotel-hotel dan perumahan maka

pemanfaatan air tanah/bawah' tana menjadi lebih besar |
bagaimana upaya pemerintah ’prévinsi / ataupun Rancangan
Peraturan Daerah yang sedang disusun ini, untuk melakukan
pengaturan agar pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya
air, Khususnya air tanah/ bawah tanah tidak merugikan banyak
pihak.

Pengelolaan sumber daya air Khususnya daerah aliran sungai
merupakan kegiatan yang tidaik berdiri sendiri, ini menuntut
kerjasamal/kebersamaan ma@:pvﬁn Koordinasi dengan Provinsi-
provinsi tetangga, bagaimanfa [!r"‘emerintah provinsi merancang
dan apa yang sudarp dilakukan dalam rangka untuk

|
|



menyediakan pengelolaan sumber daya air terpadu/terintegrasi

dengan kawasan-kawasan provinsi-provinsi tetangga.

2. RANPERDA TENTANG PERLINDU|NGAN PEREMPUAN DAN
ANAK

. i . i
Berkaitan dengan perhndungan perempuan dan anak Fraksi PKS

sangat pendudkung dlbentuknya peraturan dearah tentang
perlindungan perempuan dan‘ anak i im hal ini mengmgat semakm
hari terjadi peningkatan kekerasaln 'terhadap perempuan dan
anak, tidak terkecuali di Sumbar. Kita sangat prihatin dengan
semakin banyaknya terjadi pelecehan seksual, KDRT dan
perkosaan dan bahkan sampai terjadi pembunUh’an. Berkaitan

dengan ranperda ini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan :

1. Sejauh mana perda ini me#\gatur tentang kewenangan
Pemerintrahan provinsi terhadap perlindungan perempuan dan
anak. | ’.

2. Mengenai perlindungan terhadap anak, disamping pasal pasal
yang mengatur tentang pérlmdungan kesehatan periindungan
pendidikan, perlindungan sosla_l, perlindungan ketenaga
kerjaan  kami Fraksi PKS mengusulkan satu BAB lagi yang
menurut pandangan kami sangat penting , yaitu pasal pasal
yang mengatur tentang perlindungan AGAMA terhadap anak.

3. Bagaimana koordinasi dinas tekhnis dalam hal ini Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencéna dengan
dinas tekhnis lainnya berkaitan |[dengan kebijakan Pemerintah

Daerah tentang pemberdayaan perempuan, karena
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berdasarkan pengamatan' kami, cukJp banyak kegiatan dan
program dinas lain yang juga melibatkan kaum perempuan.

4. Sesuai dengan filosofi masyarakat Sumatera Barat yakni Adat
Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, apakah
rancangan peraturan daerah tantang perlindungan perempuan
dan anak ini sudah memperhatikan serta mengakbmodir nilal
nilai agama lslam dan adat istladat Minang Kabauy, -atau
setidak tndaknya apakah ranperda ini pernah dikonsultasikan
ke MaJelts Ulama lndanes:a Sunatera Barat dan LKAAM

Sumatera Barat. Mohon penjelannya.
| |

3. RANPERDA TENTANG SOTK Lembaga Lain

(Korpri,Bakorluh,KPID)

A. Pembentukkan organisasi tata kerja sekretariat dewan korpri,
Melihat tupoksi Sekretariat Dewan . Pengurus Korpri, terkesan
tumpang tindih dengan fungsi di beberapa SKPD, minsainya
dengan Dispora, Dinas Sosial, mohon penjelasan |

|

B. 1. Terbentuknya Bakorluh merupakan amanah dari Undang-
undang no 16 tahun 2006 tentang sekretariat penyuluhan vertanian,
Perikanan dan ket 1uatanan. Dalam Ranperda ini diusulkan kepala
sekretariat, eselon Ilaf\ dan sebagainya. Fraksi PKS
mempertanyakan apa alasan dan dasar yuridis pemerintah provinsi
bahwasanya pembentukkan sekretarian bakorluh dikelompokkan
dalam SOTK lembaga lain. Sehingga tidak masuk dalam ketentuan
Peraturan Pemerintah no 41 tahun 2007 tentang Organisasi
perangkatan daerah (OPD).



.

; [
2. Adanya kekhawatiran bahwa dengan terbentukknya Bakorluh justru

akan memperlambat kerja clan kiherja penyuluhan dengan alasan
SKPD vyang selarma ini ibisa berkomunikasi'j maupun intruksi
langsung dengan tenaga-tenaga penyuluh, maka dengan adanya
Bakorluh, tidak bisa lagi dilakukan karena sdm penyuluh tersebut

berada dalam lembaga lain, mohon pénjelasan.

Demikianiah heberapa hal yahg dapat kami tanggapi dari Nota
Penjelasan Gubernur terhadap 3 (TIGA) Ranperda ini. Besar harapdn
kami kiranya penjelasan dari Saudafa Gubernur nantinya dapat
membantu proses pembahasan selan;utnya dan berjalan dengan baik
dan sukses, sesuai harapan sertg mencapai sasaran.

Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamu’alaikum Warahmatuliahi Wabarakaatuh

Padang, 10 Dzulgoidah1434 H
16 September 2013

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS)
DPRD ProplnSI Sumatera Barat

H.Moghklasin.S.Si
Juru Bicara

Wakil Ketua

Sekretaris




FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT |
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PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

' 1.PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK ‘
3. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA LEMBAGA LAIN

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sumatera Barat
Senin, 4 September 2013
Juru Bicara: | SMARNI

Assalamualaikum Wr. Wb i

Sdr. Gubernur Sumatera Barat. ,

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Prbvinsi Sumatera Barat.

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan
Ketua Pengadilan Tinggi Agarﬁ‘a Provinsi Sumatera

Barat.

Sdr.  Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli /Kepala Badan/Dinas /Kantor Pemprov
Sumatera Barat,

Sdr. Kepala BPK-RI| Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Pergdru‘an Tinggi Se-Provinsi
Sumatera Baraé. |

Sdr. Pimpinan Partai politik, Ormas, QKP.

Serta Rekan-rekan Media Cetak dan Elektronik serta hadirin undangan yang

kami muliakan. \



Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Pandangan Fraksi ini, kami tak bosannya mengajak dan
mengucapkan puji dan syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang
memberikan kesempatan pada kita semua lahir dan bathin untuk berkumpul
dalam rapat paripurna me;wcicngarlgan Pandangan Akhir Fraksi-fraksi
terhadap Nota perjclasan r(}ubc:rnur_ﬁgumatera Barat mengenai rancangan
Peraturan Daerah Provinsi ‘“uma’tera Barat tentang: 1). Ranperda Pengelolaan
Sumber Daya Air. 2). Ranperda 'Perlmdumg,an Perempuan dan Anak, dan 3).
Ranperda Pembentukan Orgamsqm dan Tata Kerja Lcmbag,a Lain.

Hadirin, Sidang Dewan Yang Tei‘hormat,

Sclanjutnya lafaz shalawat dan salam kita panjatkan juga kepada Nabi
Besar Muhammad SA'WV, keluarga Rasul, sahabat serta kepada seluruh
Ummatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya dengan penuh iman, tabah,

sabar dan istigamah sampai akhir zaman,

Ucapan terima kasihi kami sampaikan kepada pimpinan yang telah
memberikan kesempatan kcpiada kami untuk menyampaikan Pandangan
Umum Fraksi terhadap 3 Ranperda yarig dimaksud pada rapat paripurna hari
ini.

Hadirin, Sidang Dewan Yang Te:rh?rr'natl.

Mencermati Nota penjelas ?n Gubémur tentang 3(tiga) Ranperda yaitu
pengelolaan sumber daya airj perlindungan perempuan dan anak dan
pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga lain yang disampaikan
tanggal 10 September 2013, Kami melihat dan mengamati di lapangan bahwa
pengelolaan sumber daya air sudah patut memiliki pijakan hukum dalam
bentuk peraturan daerah. :Ini dimaksud agar permasalahan-permasalahan
krisis air; pencemaran air dan perawatan terhadap sumber-sumber air di
Sumatera Barat dapat ditindaklanjuti dengan aturan-aturan yang tertuang
dalam peraturan daerah. Tentang ranperda perlindungan perempuan dan
anak, kami sangat merespon. Kami melihat dan mengamati juga masih terjadi
diskriminasi terhadap p@rcmpuén ‘untuk mendapatkan lapangan kerja dan
lainnya. Kami juga melihat masﬂh |l(-,‘ma.h;x‘lya pengawasan orang tua terhadap
anaknya, termasuk masalah pendidikan, Dan Ranperda tentang pembentukan
organisasi dan tata kerja lcrmba_%;a lainnya, kami mengharapkan pemerintah

Provinsi agar dapat menempatkan orang-orang yang profesional dan sesuai



dengan tugas serta keahliannya. Namun pada kesempatan sidang paripurna
ini kami ingin meminta penjelasan, mempertanyakan cdan memberi saran

terhadap 3 (tiga) Ranpenda tersebut scl?agal berikut;

1. RANPERDA TENTANG PENGEL‘OLAAN SUMBER DAYA AIR

Air merupakan sumber utaimé kehiaupan makluk di muka bumi dan air
juga merupakan sumber penir?gkatl<an perekonomian. Sebzgaimana kita
ketahui bersama sumber air itu|berasal dari air hujan yang turun ke bumi.
Jika musim kemarau datang, air hujan sangat memanfaat untuk kebutuhan
manusian, lahan-lahan pertanian dan peternakan. Sumber air lainnya berasal
dari Gunung. Dari gunung ia mengalir ke sungai dan danau. Sebelum
Ranperda ini ditetapkan rrienjadi perda, kami dari Fraksi Partai Gerindra

mempertanyakan-dan penjelasan;

A. Rancangan Peraturan Dacrah tentang Pengelolaan sumber daya air
kami mlax sudah mernenuhi har?p«m masyarakat. Jika pun ada yang
akan direvisi mungkin menyangkut redaksional yang harus diperjelas.
Namun bahwa pengelclaan: qumbcr ‘daya air memang merupakan tugas
pokok Dinas Pengelolaan bumber Daya Air (PSDA). Meski demikian,
dalam program dan k,egiatzannya tetap melibatkan Dinas Kehutanan,
dinas Pertanian, dinas ; pcternakan/kelautan, Bapeldalda, dinas
Pekerjaem Umum, dinas Pertambangan dan Energi serta dinas terkait
lainnya. Karena, masing-masing program kerja dinas-dinas di atas,
saling terkfat satu sama lainnya. Karai mengamati kurangnya koordinasi
kegiatan pembangunan  yang dilakukan salah satu dinas. Pada hal
dinas yang bersangkutan butuh koordinasi dengan dinas lainnya.
Sehingga - akibatnya tierjadi tumpangtindih  dalam  pelaksanaan
pembangunan tersebut. Tentang hal ini kami ingin penjelasan dari
pemerintah Provinsi Sumatera Baﬁat

B. Bahwa terjadi kedangkalan sunga; bukan saja disebabkan musim
kemarau, akan tetapi yang, leblh pc;rdh terjadi kerusakan hutan akibat
penebangan hutan secara‘ har Sehmggd dampak penebangan itu
membuat serapan air yaTg bersumber dari gunung akan berkurang.
Dampak buruknya bila hutan ditebang terus, jika hujan deras dapat
mengkibat longsor karena disebabkan tanah perbukitan/gunung sudah
kering dan retak-retak. Pengawasan dan pengamanan terhadap hutan

belum berjalan dengan sesungguhnya. Buktinya, masih ditemui hasil



E.

|
tangkapan kayu dari hutan Sumatera Barat oleh pihak yang berwenang.
Dalam hal ini, kami minta penjelasan karena Polisi Kehutanan yang
bertanggungjawab mengamalnkan hutan masih membiarkan terjadi

penebangan hutan secara liar.

. Bahwa keberadaan pabrik-pabrik dilingkungan masyarakat juga telah

merusak lingkungan dan menghancurkan pereckonomian masyarakat.
Kami masih menemukan pembuangan limbah pabrik ke sungai. Ini
terjadi di daerah Pesisir Selatan oleh PT Incasi Raya. Masyarakat
disekitar PT Incasi Raya kehilangan mata pencaharian untuk mencari
lokan karena sungai mercka sudah tercemar limbah pabrik, Dampaknya
lainnya dari pembuangan limbah itu dapat merusak lingkungan dan
kesehatan masyarakat. Ini adalah satu contoh dari ratusan sungai yang
ada di provinfsi ini. Kami mempexltanyakan keluhan masyarakat, sejauh
mana koordinasi kerja PSDA - Sumbar dengan Bapelda Sumbar

mengatasi masalah tersebut. |

. Bahwa pembinaan dan perawatan oleh PT. PLN di Danau Maninjau dan

Danau Singkarak belum n}ak_simal. Pada hal air danau yang digunakan
PT. PLN untuk menggerakan pembar.gkitan listrik di dua danau itu
memberikan konstribusi besar terhadap PT. PLN. Karena dari PLTA itu,
PT.PLN juga menjual listrik ke Provinsi tetangga. Kami menyarankan
kepada pemerintah Provinsi dan pemerintah kabuputen agar mendesak
PT. PLN untuk melakukan perawatan danau dan dirninta meningkatkan
kontribusinya untuk peningkatan PAD.

Bahwa alih fungsi lahaln_ untuk pembangunan pemukiman rumah
merupakan rpasalah.‘Kami Fraks!fi-Partai Gerindra menilai pemerintah
daerah, kabupaten dan kota belum bersikap tegas mengamankan SKB
(Surat Keputusan Bersam?) tiga lg'ementerian. Sehingga pembangunan
irigasi untuk mengaliri air 'sawah terkendala terus menerus, Dinas
pertanian dan PSDA dim»ix%uta bekerjasama untuk mewujudkan impian
para petani yang belum da}vatjatah irigasi.

Bahwa Dinas PSDA Sumbar terkesan melakukan pembiaran terhadap
pembangunan lahan parker di atas sungai banjir kanal oleh plaza
Basko. Pemerintah provinsi sepatutnya bertindak tegas terhadap
pembangunan lahan parkir kendaraan yang dapat merusak sungai
tersebut.
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. Kami Fraksi Partai Gerinfira mengharapkan, bahwa pertanyaan dan
penjelasan yang kami sampaikan ini dapat menambah redaksional
dalam melengkapi draf peraturan daerah tentang pengelolaan sumber

daya air tersebut.

2. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Setelah kami membaca Rancangan Peraturan Daerah, Provinsi Sumatera
Barat tentang Perlindungan Perempua_ni dan Anak, yang berisikan sebanyak 13
BAB, kami menildi bahwa ranperda ini tidaklah melangkahi undang-undang
perlindungan perempuan dan ‘anak secbagaimana yang telan ditetapkan,
bahkan undang-undang itu L'elahl diterépkan scbagai landasan penyadaran
hukum terhadap masyarakat agar tidak bertindak kasar dan kekerasan

terhadap perempuan dan anak.

Ra.nperaa tentang  perlindungan perempuan dan anak ini
- pemberlakuannya dibatasi untuk masyarakat di Sumatera Barat. Untuk itu
pada kesempatan ini kami ingin menanyakan, dan meminta penjelasan
sebagai berikut:

A. Kami melihat gagasan untuk merancang peraturan daerah tentang
perlindl,mgani perempuan dan anak tentu disebabkan telah dan pernah
terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik
kekerasan scksual, kekerasan? secara  fisik maupun pelecchan
terhadap perempuan, Namun dalam Nota penjelasan  Gubernur
Sumatera Barat tentang ri*anperda perlindungan perempuan dan anak
tidak ditemukan data, sudah berapa banyak kasus tindakan kekerasan
terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat. Atau berapa kasus
yang terjadi di Sumatera Barat tentang tindakan kekerasan terhadap
pembantu rumah tangan. Apakah masyarakat Sumatera Barat malu
melaporkan kasus kekerasan, utamanya tindakan seksual yang dialami
anak. Mohon penjelasan.

B. Kami menanyakan, jika Ise{:n’ldainya terjadi tindakan kekerasan terhadap
tenaga kerjg perempuan asal |ﬁ1’.111‘1&1.1:@:'&1 Barat di luar negeri, atau
iters:andung dengan kasus hukum, apakah mereka berhak mendapat

; i
bantuan hukum dari pemerintah provinsi. Sebab dalam
o :



ranperda ini‘Paragraf 5 pasal 51 tidak disebutkan bantuan hukum
bagi tenaga kerja wanita asal Sumkbar. Ini perlu penjelasan.

C. Peranan pemuka masyarakat dan pelaku dunia usaha diharapkan
sekali umuk mencegah tidak terjadi pernikahan perempuan di bawah
umur dan tidak mcmpclxcrjakdn perempuan-perempuan di bawah
umur, termasuk juga tic p.k mempekerjakan  mereka sebagai
pembantu rumah tangga. Khusus pekerja perempuan di bawah umur
sangat memungkmkan sekali ter_yadl perbuatan pelecehan seksual

| terhadap mereka. : | |

D. Undang-undang perlindungan perempuan dan anak, termasuk juga
ranperda ini jika ditetjpkan harus disosialisasikan secara luas oleh
badan atau dinas terkait atau lembaga swadaya masyarakat,
utamanya kepada‘ masyarakat pedesaan. Menurut hemat, masih
banyak masyarakat tidak mengetahui, jika mereka punya hak
mendapat bantuan dan perlindungan hukum terhadap masalah
perempuan dan anak.

E. Kami menyarankan . bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat,
utama sekali badan pemberdayaan perempuan lebih meningkatkan
dan menjalin komunikasi d(—:riugan lembaga peradilan di daerah ini,
terkait dengan masalah-masalah perempuan dan anak. |

3. TENTANG RANPERDA PEMI'BENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN. % |

A. Tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Dewan
Pengurus Korpri provinsi, di mana dalam rancangan Peraturan
Daerah yang diajukan, susunan organisasi Sekretariat Dewan
Pengurus Korpri Provinsi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris,
terdiri atas 23 (tiga) Bagian, masing-masingnya membawahi 2 (dua)
Sub Bagian, dengan ;eselonering' a. Kepala Sekretariat, eselon Il b. b.
Kepala bag,xom eselon 111 b da}n ¢. Kepala Sub. Bagian, eselon Iv a .
Jika organisasi menjadi kebutuhan sangat penting dalam organisasi
Korpri provinsi, maka saran‘ kami, pemerintah provinsi harus
menempatkan orang-orang yang bisa mengurus organisasi
Sekretariat Dewan Peﬁgurus Korpri ini yang profesional, memiliki
integritas dan mcng‘ua!sai bidang tugasnya. Keberadaan Sekretariat

Dew an Pengurus Korpri ini dapat menampung dan menvalurkan



aspirasi-aspirasi tersumbat. Misalnya, pengangkatan
PNS untuk menduduki Jabataq eselon yang dinilai berbau KKN atau
dikarbitkan untuk memadx pejabat

B. Tentang Pembentukan;()rg,amsasx dan Tata Kerja Sekretariat Komisi
Penyiaran Indonesia ‘aerah, dalam Rancangan Peraturan daerah
yang diajukan susunan organisasinya yang dipimpin oleh seorang
Sckretaris, terdiri atas 4 (empat) Sub bagian dengan eselonering: a
Kepala Selretariat, esclon Il a dan b Kepala Sub Bagian, eselon 1V a.
Tentang Sekretariat Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Dacrah
ini, saran kami sama dengan. dengan pembentukan Organisasi
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi. Namun yang kami
tekan di sini, saat ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ini sedang
melakukan proses pcmxhharT anggota Komisi Penyiaran Indonesia
Daecrah. Harapan kami dari proses pemilihan itu yang dilakukan tim
pelaksanaan dapat m,elu,luskap orang-orang yang memahami dan
m‘engerti‘ dengan ‘duni;a komunikasi dan informasi, termasuk juga
perangka,t—perangkatny'la..

C. Kami rasa, saran kam‘ sama dengan point 1 dan 2 di atas, tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat. Namun orang-orang penyuluhan yang ditempatkan oleh
Sekretariat Badar Koordinasi Penyuluhan itu, betul-betul orang-

orang yang memiliki bidang ilmu terkait.

Demikianlah pcnyampalan Pamandangan umum Fraksi Partai Gerindra
kami sampaikan, serta puji Syukur [kchadlran Alaah vang Maha Kuasa,
semoga kita semua diberi hlday;ah, dalam melaksanakan amanah ini dengan
sebaik-baiknya, untuk senantia&i;a iterbuka hati dan fikiran kita berbuat yang
terbaik untuk daerah ini. Terima kasih segala perhatian dan mohon maaf atas
segala kekurangan dan kesu_lah%m kami dalam Pamandangaan umum f[raksi

ini.



Wabillahitaufik wal hidayah.
Wassalamualaikum Wr. Wb
Salam Indonesia Raya !!!
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. K.hatnb swmhm No. 87 F
2 - allyply |
| Pemandan an Umum
_Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat

Terhadap 3 (Tiga) Ranp_erga Tegtang

(1) Pengelolaan Sumber Daya Air
(2) Perlindungan Perempuan Dan Anak
(3) Pernbentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat tanggal 16 September

“gzis g »—-—»:)JTK..—'E St G Al

Puji syukur marilah sama-;samaE kita aturkan kehadirat Allah
SWT, karené ‘berkat ridka dan l karun:ia-Nya ikita §diberi nikmat
kesehatan dan kekuatan untuk dapétt menéﬁadiri F;apat Paripurna hari
ni, dengan agenda Penyampaiari Pandangan Umum Fraksi-fraksi
Terhadap 3(Tiga) Ranperda tersebt;lt diatas.

Selanjutnya salawat beririhg do’a keselamé,tan tidak iupg pula
kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi bgsar Muhammad SAW, yang

telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi

ini, dan kehadiran beliau sebagai1 pemb’awa rahmat untuk sekalian

alam.



Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi
Sumatéra Barat \

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Timpinan Daerah Provinsi
Sumatera Barat, Ketua ;Peng:\adilan Tinggi Sumatera B;xrat
dan Ketua Pengadilan Tinégli‘ Aéama.Smﬁateré Barat

Sdr. Ketua BPK;RI Perwakilan Sumater!a Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas,
Badan, Kantor, Eiro, -Lémbaga Provirisi Surhatera ‘Barat,
Wartawan dan Hadirin yang berbahagia |

Terlebih dahulu kami dari Fraksi PA’P mengucapkan terimakasih
kepada pimpinan sidang yimg tgflah mfen%xberikan\ kesempatan kepada
Fraksi PPP untuk menyampaglclan P-e;mandangan Umum Fraksi
Terhadap 3(Tigé) Ranperda diatas.!

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Sebelum nya izinkan kami mengucapk@ selamat kepada
Gubernur Sumétera Barat beserta Jajarannya atas Penghargaan yang
diberikan oleh Wappres RI bgberapa ari yari;g lalu ataé prestasi
pengelolaan keuangan dengan Predikeq Wajar '}i’anpa Pengecualian

Q | |

Dari BPK RI.

t



Kemudian Kami mengajak kita Semua untuk mendo’akan Para
Jama’ah Haji Embarkasi Padang Khususnya, I+dones1a umurnnya,
semoga selamat sehat dan dapat melaksanakan !seluruh profesx haji
dan pulang dengan predikat Haji dan Hajjdh yang Mabrur &
Mabrurah. Do’a dan harapan juga kFta sanipaikan untuk Para
Kontingen Porwanas XI asal Sumaterg Hiarat di Kalimantasn Selatan,
Kontingen Popnas Sumbar yang éedang berjuang Ai DKI Jakarta.

Mengenai Rancangan Pera?tu:an vDaerah Prox;ixlsi vSumatera
Barat, tentang Pengelolaan Sumber baya Air, Perlindungan
Perempuan dan n;’é’;m Pembentukan Organisasi dan tata Kerj‘a‘
Lembaga Lain, terlebih dahulu kami sampaikan apresiasi dan
penghargaan ‘yang dalam atas upaya keras Saudara Gubernur dan
seluruh jajaran yang telah ikut anclhl mewujudkan Ranperda
dimaksud, adanya naskeh akademﬂc akan sanéat membantu kami
dalam membahas dan mendalar.m setlap persoeflan cliengan cermat.
Kami sangat yakin bahwa perjalanan yang melelahkan dalam
mempersiapkan ranperda ini adalah dalam rangka komitmen
peningkatan pelayanan terhadap masyarekat Sumatera Barat, semoga
semua upaya dan daya yang sudah dicurahkan dapat dinilai sebagai

ibadah dan mendapat balasan yang setimﬁml dari Allah Swt. Amiin

i ; : 3



Saudara, Pimpinan DPRD, (}uberl;ur daﬂ hadirin yang berbahagia

Kami menilai pengajuan beperapa ranperda oleh Gubernur ini
adalah sesuatu yang sangat tepaL mencermati persoalan-persoalan
mendesak di masyarakat yang harus di tindaklanjuti. Bahwa pada
saatnya perda-perda ini Aisahkan nanti, diharajpkan capat menjadi
semakin tertibnya kehidupan faikyat dan semakin dekafnya kita
dengan pencapaian pelayanan prima terhadap  kesejahteraan
kehidupan masyarakat Sumatera |Ba'ratik.ti;ususnyar.

Apresiasi yang mendalmﬁ' 5ugeni ;Ler perlviix kita berikan pada
Gubernur Sumatera Barat karenzg meriyertakaxg;l Naskah akademik

yang menjadi kerangka dasar dalam inérumujSkanketiga rarlpefdé
/! .6 p“

tersebut, salahsatu bahan pertimbangan sebagai bukti bahwa sebelum

diajukan ranperda ini tclah melalui proses yang panjang dau
pertimbangan yang mendalam. Hal ini akan sangat membantu DPRD

. . ) |
Propinsi Sumatera Barat dalam membedah dan memahami ranperda

dimaksud. : ?



1. Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air

Sebagaimana kita ketahui Ibahwia %Sumatef,a Barat tercinta ini
diberi berkah dan anugrah yan;_i'w, luaré-bi:asa olelﬁ Allah SWT yaitu,
Sumber Daya Air yang melimpah iruah yéng mana hakekatnya adalah
sebagai sumber kehidupan. | |

Sumber daya air yang kita miliki, berdsal dari laut yang
terbentang dari Air bangis di Pasaman sampai ke Tapan di Pesisir
Selatan. Begitu juga kita memiliki danau, sungai, telaga dan lain-
lainnya | |

Air adalah salah satu kebutuhan, pékok kehiaupan yang ada di
permukaan bumi. Dan Sebagai makhluk yang mendapat amanah
untuk mengelola kehidupan (duni:‘gt) kitafberkewafrjibar; mengelolanyé
dengan baik, pengelolaan ini mencakup peﬁanfa%.tan dan pelestarian,
dalam hal ini hadirnya Ranperda Sumber Daya AiL' ini perlu méndapat
apresiasi kita semua. Namun yang akan diatur ini adalah tentang
sesuatu yang secara terus menerus sudah dimanfaatkan, baik secara
budaya (adat) dan ajaran agama (syari’gt) yang menjadi salah satu

sumber pembentukan peraturan di negeri ini.

|



Sehubungan dengan banyak nya keluhan masyarakat petani
yang kekurangan air, kami ingin menanyakan ap}akah system irigasi
primer, sekunder dan tertier banyak yz?ng tida]k berfungsi, mohon
penjelasan eksekutif. i‘ |

Begitu juga pemadaman .listrik yang dilakukan oleh PLN
dewasa ini juga diakibatkan debit air di Danau Singkarak, Danau
maninjau dan bétéing agam. Dalam konteks tersebut kami juga ingin
menanyakan a;;akah ada koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air
Permukaan di dénau-danau tchébut oleh PLN' dengan Dinas
Pengelolaan Suﬁnber Daye_t Air, karena menuru% hemat kami PLN
tidak begitu memperhatil{an aspek mATnéjerialg Sumber Daya Air
dilokasi-lokasi tersebut. Menurut hemat l;cami ada sesuatu yang ironis
yaitu ketika musim hujan danau-danau yﬁng kami sebutkan tadi justru
airnya merusak lingkungan di tiepian—tepiannya, sehingga banyak
petani dan nelayan disekitarnya merasa difugikan. Mohon tanggapan
dan penjelasan eksekutif mengenai masalah ini.

Kami mendukung adanya organisasi-organisasi pengelola
Sumber Daya Air yang dibina oleh PSDA seperti; P3A dan Lain-lain.
Kemudian kami juga berterimaksih k( ena semakin banyak nya

Co g
dibuat embung-embung dan pef:nam;%uﬁg—penanipung air dilereng-

!
i
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lereng bukit untuk cadange.m pengairan dimusim kemarau, namun dari
sisi pemanfaatan nya masi‘h belum maksimal, sehubungan dengan itu
mohon penjelasan tentang detail | | plai terhadap embung—embung
yang sudah ada tersebut, mohon penjelasan eksekiutif.

Selanjutnya kami juga ingin iﬁforrrtasi tenta;,ng sejauh mana kita
telah memperhatlkan Undang-undang 'lmgkungan dan konservas‘l

dalam pemanfaatan Sumber Daya Anl s¢h1ngga pemanfaatan nya itu

bisa dilakukan secara efektif dan ehsxen, mohon penjeiasan eksekutif,

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,
Perkenan kan pula kami memberikan Pandangan Umum terhadap
2. Ranperda Perlindungan Perempuan Dan Anak

Sebagai salah satu negara yang iklllt menaridatangani Konvensi
Internasional mengenai penghapﬁsan Isegala l:;entuk dlskmmmas1
terhadap wanita (convention on the ehmlnatlon of all forms of
discrimanation against women) 2‘9 Juli: 1980 yang telah di sahkan
menjadi UU Nomor 7 Tahun 1984 dan kon;/ensi Internasional tentang
perlindungan anak (Convention on the Rights of the Child) 20
November 1989 yang telah disahkan manjadi UU No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak.



Supaya Undang-undang ya;ng teli:ah-édi berlakukan ini lebih dapat
diterapkan dan diselaraskam deng§n adaf dan bu@aya Sumatera Barat
memang sangat kita butuhkan lcefxadimn perda tentang perlindungan
perempuan dan anék. |
Saudara Pimpinan DPRD dan hadirin yang berbahagia

Untuk upaya menghadirkan ranperda Perlindungan terhadap
perempuan dan anak i 1n1 izinkan kami mFmberl apresiasi yang dalam
kepada Gubernur dan seluruh j Jajarannya 'Namun sebagai suatu aturah

|
yang akan mengikat seluruh masyarakat Sumatera Barat maka kimi

mintak penjelasan tentang ‘ . f

Dalam masalah Hukum kelﬁarga yang dipahami oleh sebagian
masyarakat kita bahwa prinsip yang dipakai adalah parade “kewajiban
azazi” (memakai istilah Prof. Dr. Amir Syarifuddin) oleh dimasing-
masing pihak, schingga dalam kontek kerelaan $ebuah kewajiban di
maknai kebahagiaan, namun dalam randerda ini kami melihat bahwgl
haklah yang dominan ja(_li per,timbangian, sehingga dikhawatirkan
balrw® ini memperbesar peiuang 'gugatlcm cerai di peradilan agama.

Bahwa pandangan 'yang “berkembang dalam rasa keadilan
masyarakat sumatera barat bahwa setiap orang tua berkewajiban

terhadap “mendidik anak” karenanya dalam merealisasi tahgguxig



jawab absolut ini orang tua biasanya mcnerapkan sesuai dengan
kemampuannya, Dalam pembuatan ranperda ini sudahkah diukur
kemampuan para orangtua di ZS\Elmatera; Barat, sehingga
pemberlakuannya dapat efektif dalam rangka pérbailgan ‘pendidikan
terhadap anak-anak kita mendataixg. ‘Sejayh mana akibat sosialnya
dalam masyaral_éat ketika ;secara kopetensi pam{ orang tua belum
mampu mengantisipasinya‘:i | |

Di%mping itu kami juga ingin menanyakan tentangvperlindungan
terhadap perempuan yang bekerja ‘.sarngai larut malam, dibeibagai
restoran, kafe, dan music room l§arena disinyalir perempuan-
perempuan tersebut terperangkap dalam tindakan eksploitasi, inohon
penjelasan eksekutif. \

Begitu juga kami mendapat infoﬁnéxsi bahwa banyak terjadi
human trafficking (penjualan perempuan) dengan dalih akan
dipekerjakan terutama di Negara—ljegara tetanggé;, seberapa besarkah
tanggung jawab para perusahaah PJTKI dall%im menjamin dan

melindungi TKW kita yang bekerja dilua.q_L negeri, hlohon penjelasan.

| i



!
Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,
Selanjutnya perkenankan pula kami menyarrﬁpaikan‘ P‘andﬂanga;n
Umum terhadap N | |
3. Ranperda Tentang Pembentukan 6rganisasi dan Tata Kerja
Lembaga Lain. | |

Aturan yang jelas tentang prgamsam Tatakerja lembaga lain
yang sangat menunjang kinerja pemermtahan apakah dalam bentuk
organisasi, lembaga, badan dan lain-lain, berkaitan dengan kopetensi
pengelola, ketepatan penggunaanl anggaran, maka” karena itu
keberadaan ranperda ini memeang dirasa sangat perlu, namun yang
menjadi pertanyaan bagl kaml adalah. 5

Bukankah Pembentukan Qrgamslas?i dan tata Kerja Sekretariat
. i Iy '

Organisasi ini akan menambah bebémE biaya fBelanja daerah dan

Sejauh mana pengaruhnya terhadap kinerja Pemerintahan Profinsi
dalam rangka mencapai target RPJM Propinsi. Hal ini kami
kemukakan kérena dalam system pemerintahan modern Pemerintahan
itu adalah dalam bentuk birokrasi yang ramping dan kaya fungsi,
sedangkan pembentukan ketiga Sekretariat ini mencerminkan seolah-
olah birokrasi kita itu gemuk dan tam{)un Apalagl yang menjadi

kepala Organisasinya itu adalah pejabat se'tmgkat Eselon Ila, dengan

' i
|
:
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!
demikian fasilitas, asset, sarana-prasarana, tentu harus disediakan

melalui dana APBD. Mohon penjelasan éksekutif.

Khusus Pembentukan Organisasi dan tata kerja Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI Provinsi» apakah memang perlu diatur
secara khusus karena bukankah KORPRI sama %aja dengaﬁ ormas-
ormas lain sepérti | Dharmawanita, KN]}{’I, dan hain—lain. Walaupun
demikian khusus untuk pemib‘entul!;gé SOTK ng\" dan Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertaniar}, Prikénan, dan Kehutanan perlu
mendapat dulcungan semua piiaak. Khusus untuk KPI kami
menyarankan agar benar-benar bekerja sesuai tupoksinya. Dalam
kaitan ini kami mengharapkan agar KPI behar-benar berfungsi
menyeleksi dan menyaring informasi-informasi yang dilakukan
berbagai kalangan yang cenderung merusak nilai-nilai budaya dan
adat kita, Se‘d‘angkan untuk genyulluh; pertanian, perikanan dan
kehutanan yang selama ini seolgh-oiaﬁ tidak mendapat pethatian
hendaknya diberi kesempatanuntu;hc méningkatk# jenjang karier nya,
dan bagi mereka yang masih belum dimékét sebaigai PNS agar segera
diPNS kan. Kami juga ingiﬁ menanyakan sejauh #pa pembinaan yang
dilakukan oleh SKPD-SKPD ierkait terhadap peny'uluh-penyulilh

yang berada dibawah irstitusinya, mohon penjelasan eksekutif

11



Kemudlan kami juga 1ng1h mend?patkan anormam mengenax
pola pembinaan yang dlla,kuk‘ml oleh para penyuluh ini terhadap
kelompok-kelompok tani yang ada di nagari-nagari. Mohon

penjelasan eksekutif

Sdr. Gubernur, Pimpinal;t dan Hadirin Yang kami Hormati,
Demikian lah Pandax}gan Umum Traksi PPP terhadap 3 (tiga)

Ranperda yang telah kami sampaikan. 1
| o

Kami terlebih dahulu mengucapkad terima kasih kepada saudara
Gubernur yang ﬁantinya berkeinan menanggapi dan menjawab
pertanyaan-pertanyaan Fraksi PPP yang telah ikami ajukan dalam
Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. '

Terimakasih atas perhatian hadirin semuanya. Mohon maéf bila
terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian
Pandangan Umum Fraksi PPP ini. |
Billahit taufik wal hidayah;'

GG RIS SFEC A 2,



. Penasehat
. Ketua

. Wakil

. Sekretaris |

. Anggota
. Anggota

. Anggota

Padang, 16 Septemter 2013

|
Fraksi PPP

Zaldi Heriwan, S.Ag

: Syafril Ilyas, BA

|
: Dr. H. Syukriadi !Syukur, M.Pd
: Martias Tanjung: S.Ag

: Drs. H. Mazwar Mas’ud

|

: Dedrizal
: Zaldi Heriwan, S.Ag

: Syahrul Ramadban Tanjung Sinaro, S.Ag
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DEWAI‘:\1 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

JI. Khatib Sulviman No, 87 Telp. 0751-7057591 Ext. 190

—

PARTAI DEMOKRAT

Pl sy

Tarm——— ——

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

1. TENTANG STOK

2. TENTANG PENGELCLAAN SUMBER DAYA AIR
3. TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN & ANAK

———-—————I-_—ﬂ————lﬂ-_l--.-l—__-_—_-——-——0—-———
———————-——-———-———-————————--—--————-——--———

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sumatera Barat

Padang, 16 September 2013



Assalamualaikum Warahmatuilahi Wabarakatuh.
Yth.Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
Yth.Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Forum Kordinasi Pemerintah Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi
dan Ketua Pengadilan nggn Agama Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Kepala BPK - R Pen/vakllan bumatera Barat

~ Yth.Sdr. Sekretaris Daerat/ Stef Anli/Asisten/ Kepala Dinas/ Badan/

Kepala Kantor Wilayah/ dan Lembaga lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Ketua Partai Polit'ik tingkat Sumatera Barat yang hadir.

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan madia cetak dan elektronik serta undangan
yang berbahagia.

Yth.Bpk/Ibu/Sdr. hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD,Gubernur serta hadirin dan hadirat
yang kami muliakan., -

Dengan mengucapkan i’uji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang

 senatiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua

yang telah 'dapa't haclir pada rapat Paripurna DPRD Provinsi
SumateraBarat, dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi
terhadap 3 (tiga) Ranperda sebagaimana tersebut di atas.

Shalawat beriring Salam kita sampaikan untuk Junjungan kita Nabi
Besar Muhammad SAW yang telah mewariskan untuk kita pedomani yaitu
Al Quran dan hadis Rasullullah | dengan ucapan Allahumasyaliaala

Muhammad waala ali Muhamrﬁad.

Pada kesempatan ini izinkan kémi mengucapkan terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada Pim;pinan Sidang Paripurna DPRD , yang telah
memberikan  kesempatan  kepada kami  untuk  menyampaikan
Pemandangan Umum dari kami Fraksi Partai Demokrat, yang Nota

Penjelasannya sudah disampaikan oleh Sdr. Gubernur pada tanggal 10
September 2013 yang lalu.



Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD,Gubernur serta hadirin dan hadirat
yang kami mul|a|kan | ‘

Perubahan UUD 1945 m=mbaw!a perubahan mendasar dalam kehidupan
ketatanegaraan Indonesia, Sadam satdnya adalah bergesernya kekuasaan
membentuk Undang- undang‘ dari Presiden ke DPR. Selanjutnya
berdasarkan Pasal 18 ayat (‘6) UUD 1945, Pemerintah Daerah berhak
menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan
otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sedangkan mekanisme
penyusunan, perancarigan, pembahasan, pengundangan dan
penyebarluasan Peraturan ‘Daera'h lebih lanjut diatur dalam Undang-

undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan. |

Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD lGubernur serta hadirin dan hadirat
yang kami muliakan, |

Pada kesempatan ini, berkaitah dengan nota penjelasan 3 (Tiga) Ranperda
yang sudah disampaikan, F’iraksi Partai Demokrat akan memberikan
sumbang saran pemikiran yang yang bertujuan untuk mempertegas dan
memperjelas dasar-dasar pemikiran dan serta maksud dan tujuan ke tiga
ranperda tersebut. Tanggapan tersebut kami bagi dalam 2 (dua) bagian,

yaitu tanggapan umum dan khusus

A. Tanggapan Umum |

1. Dalam ’bagian akhir ranperda harus dimuat, jangka waktu yang
diperiukan oleh querinfah Daerah untuk menyelesaikan
Pera'turan‘Gubernur ?yang diamanahkan oleh setiap ranperda.
Karena kebanyakan Perda tidék bisa dilaksanakan jika belum ada
peraturan gubernur yang mengaturnya.

2. Konsekuensi dari suatu peraturan daerah adalah anggaran,
karena itu, harus ada ketegasan tentang ketersediaan anggaran
untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut dan juga SKPD
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
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B. Tanggapan Khusus

1. Terhadap Ranperda teinteimg Pengelolaan Sumber daya Air

Sebelum kami meny‘a‘mpaikan tanggapan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air, mari Kita jadikan
renungan petuah orang tua-tua kita terdahulu dimana “Kalau
Karuah Aia Di Muaro Mungkin Hulunyo Nan Lah Rusak atau Ado
Gajah Nan Manyubarang” sehingga Partai Demokrat
berpandangan bahwa permasalahan Sumber Daya Air merupakan
kajian yang holistik ‘mulai dari kondisi hulu, tehnik penggunaan
dan pemanfaatan air danISerﬁa kualitas dari air tersebut. Maka dari
itu Fraksi Partal Demokra}t berpandangan sebagai berikut :

1 !

a. Fraksi Partai Demo'ikrat berpandangan bahwa Pengelolaan
Sumber Daya Air harus adanya kesinergian instansi terkait
sekurang-kurangnya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas
Kehutanan, Dinas Pertanian dan dan Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sehingga kuantitas dan kualitas air dapat
terjaga dan terpelihara.

b. Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan bagaimana upaya
p"emerinta‘h daerah melakukan konservasi Sumber Daya Air dan
daerah tangkapan air yang telah banyak menimbulkan bencana
alam galodo ,banjir bandgng,tanah longsor dan kekeringan.

¢. Mengingat telah adany‘a organisasi Dewan Air Provinsi Sumatera
Barat dan Forum Daerah Aliran Sungai (Forum DAS), Fraksi
Partai Demokrat herpandangan agar'Pemerintah Daerah dapat
mendorong organisasi fersebut sehingga fungsi dan perannya
dapat membantu dan bersinergi dengan SKPD Provinsi terkait
dalam pengélolaan surnber daya air.

~ d. Terkait dengan penggunaan isumber daya air untuk kepentingan
Pembangkit Listrik, Fraksi Partai Demokrat berpandangan agar
Pemerintah Daerah dapat memberikan perhatian khusus terhadap

kualitas sumber air dan prioritas penggunaan sehinada
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kepentingan masyaraQat baik untuk kebutuhan MCK, kepentingan

pertanian dan penggunaan untuk pembangkit listrik tenaga air
. dapat dioptimalkan.

Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD, Gubernur serta hadirin dan hadirat
yang kami muliakan |

2. Ranperda tentang Perlindungan Peirempuan dan Anak

Apresiasi yang'sedalam-dalarﬁnya.dafi Fraksi Partai Demokrat terhadap
Sdr Gubernur dan SKPD t:erkafit yi/ang telah memberikan perhatian khusus
terhadap perlindungan peremipuan dan anak, yang diwujudkan dalam
bentuk rancangan regulasi yahg akan mengatur bagaimana Pemerintah
Daerah akan memberikan perlindungan secara hukum terhadap
perempuan dan anak dalarn berbagai bidang kehidupan yang strategis.
Apalagi di tanah Minangkabau ini perempuan adalah bundo kanduang
yang memiliki peran penting dalam kehidupan bernagari dan bernegara.
Dalam pepatah minang, Bundo Kanduang atau perempuan dihimpun
dalam suatu ungkapan yang tmrhormat “ bundo kanduang, limpapeh
rumah nan gadang, umbun puruak pegangan kunci, umbun puruak
aluang bunian, pusek jalo lkumpulan tali sumarak di dalam
kampuang, hiasan dalam nagarl, nan gadang basa batuah, kok hiduik
tampek banasa, kok mato tampek baniat, ka unduang-unduang ka
Madinah, ka payuang pariji ka sarugo’ |

Namun, sehubungan dengan dengan itu, untuk penyempurnaan ke depan
rancangan tersebut, kami Fraksi Partai Demokrat memandang periu untuk
memberikan beberapa masukan dalarn bentuk, tanggapan, ataupun

pertanyaan. Beberapa hal vang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Sebagair}\ana kita ketahui ba’hwa sebuah judul adalah refleksi dari
isi suatu bahasan. Déri;judulfranperda perlindungan perempuan
dan anak ini, yang teﬁgémbars adalah perlindungan secara umum
terhadap perempuan ?an anak dalam berbagai bidang, sehingga
terkesan masih sangat umum . Seperti bidang ketenaga kerjaan,
b|dang kesehatan, Peﬁfir'{'?}aﬁ» yang secara sendiri-sendiri telah
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diatur dalam undang-undang, yang seyogyanya lebih akan
bermakna bila dibuat dalam perda tersendiri, Karena maksud
dibuatnya perda jelas untuk rnengatur hal-hal yang belum di atur
secara khusus. Disamping itu naskah akademis sebagai dasar
kajian munculnya ranperda untuk perlindungan peremptan juga
tidak ada. Mohon ;3enjéla§an dalam hal ini.

. Adanya bunyi pasal yang berulang, yaitu antara Pasal 9 ayat (1)
huruf h dalam bab terJtang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
diulang kembali | pada Pasal 19 dalam Bab Perlindungan

perempuan. Mohon penjelasan makna kedua pasal tersebut.

. Dalam Pasal 32 ayat (3) dan (4) dijelaskan bahwa anak terlantar
karena orang tua melalaikan kewajibannya, maka keluarga dan
Iembagé yang khusus untuk itu dapat mengajukan permohonan ke
pengadilan .Untuk menetapk%an anak tersebut aanak terlantar.
Dalam ayat tessebut tidak ada penjelasan bagaimana
mekanismenya karena hal iﬁi sangat rawan konflik, karena
dampaknya adalah pjer;gambilalihan hak asuh anak. Mohon
penjelasan Sdr Gubern;ur.

. Dalam Pasal 37 ayat (1) berbunyi “setiap orang atau badan
dilarang memperkerjakan dan melibatkan anak pada PEKERJAAN
YANG BURUK. Pekerjaan buruk dimaksud adalah pelacuran,
produksi pornografi, pértunjukkan porno alau perjudian. Dari
pemaknaan kalimat; tergambar bahwa pekerjaan yang buruk
tersebut boleh saja asal tidak melibatkan anak-anak. Padahal utk
pékerjaan* yang buruk tersebut bukan anak-anak saja yang tidak
boleh, tetapi unuk ésemua 'orang. Mohon penjelasan Sdr.
Gubernur dalam ha! iniz. ! ‘
. Dalam salah satu bab idiuraikan tentang perlindungan perempuan

dan anak korban kekerasan, namun dalam pasal-paszl berikutnya
tidak ada penguraian tentang bentuk kekerasan apa yang

dilakukan dan oleh siapa sehingga perempuan dan anak periu
- perlindungan, Fraksi Partai Demokrat, mohon penjelasan.



f. Dalam bab tentang' Ketentuan Pidana terdapat hal yang tidak
sinkron sama sekali. Yaitu? dalam Pasal 65. Ayat (1) Setiap
pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) akan dipidana ...... dst. Padahal
pada Pasal 21 hanyd mengatur tentang kewajiban Pemerintah
Daerah menyedmkan ‘faelhtas kesehatan dan persalinan. Mohon
Penjelasan apakeih Pemerintah Daerah yang akan dipidana ??

g. Begitu julga pade ayat (2) nya yang mengatur ketentuan pidana
untuk pelanggaran Pasal 30 dan 31, yang mana kedua pasal
tersebut mengatur tentang kewajiban Pemerintah daerah
meyelenggarakan PAUD dan kelompok Belajar Paket A, B, C. Ini

sangat rnembingungkan, mohon penjelasan Sdr. Gubernur
tentang hal ini.

h. Sélanjutnya ketidaksihkfonan ini berlanjut pada Pasal 67 yang
mengacu Pasal . |

i. Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat periu mempertanyakan
keseriusan Pemerintah Daerah dalam menggagas Perda yang
sangat apresiatif inl, karena dalam muatannya, rancangan ini
dengan lugas sudah mengemukakan tanggung jawab semua
pihak dalam penserapan perlindungan perempuan, baik tanggung
jawab pemerintah daerah, tanggung jawab orang tua, dan
masyarakat, demikian juga éengan kewajiban, yang dengan tegas
juga mengatur kewajiban pemerintah daerah, perempuan, orang
tua, anak dan masyarakat. Namun diakhir bab tidak diiemukan
pengaturan  terhadap konsekuensi terhadap pelanggaran
kewajiban dan tangg;ung jawab tersebut, sehingga Fraksi pariai
demokrat kuatir Perda ini nantinya seperti macan ompong,
termasuk penganggarannya, Maohon pejelasan dalam hal ini, apa
konsekuensi dari tanggung jawab dan kewajiban tersebut,
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Sdr.Pimpinan dan Anggota DP:RD,prernur serta hadirin dan hadirat
yang kami muliakan k

i
|

3. SOTK Lembaga Lain (KORPRI,BAKORLUH dan KPID) Provinsi
Sumatera Barat.

a.

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Provinsi Sumatera. Barat yang secara tekhnis operasional
bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPR! Provinsi
sedangkan secara tekhnis administrative bertanggunggungjawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Fraksi Part'ai Derhbk;rat %mohon penjelasan kenapa baru
sekarang diusulkan Riar{perda tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Pkngurus KORPRI Provinsi Sumatera Barat
~seqangkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara nomor Per/13/M.PAN/5/2008.tentang jabatan Struktural di
Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat
Pengurus KORPRI telah dikeluarkan tahun 2008. Dan peraturan
Kepala Badan Kepegawaian nomor 19 tahun 2008, tentang
pegawai negeri sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat
dalam jabatan Strukturél dilingkungan Sekretariat Dewan
Pengurus dan Sekretariat Pengurus unit Nasional KORPRI juga
tela’h ditetapkan pada. tahun 2008 serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 17 tahun 2009 tentang pedoman Organisasi dan
Tata  kerja  Sekfetariat Dewan Pengurus  KORPRI
-Provinsi,Kabupaten/Kota dikeluarkan pada tahun 2009

Disamping itu  Sekretariat Dewan Pengurus KORPR! Provinsi
Sumatera Barat telah ada semenjak tahun 2005 yang berkantor di
JIn Sisingamangaraja yang kepengurusannya telah mengalami
pergantian setiap 5 tahun. Apakah kepengurusan tersebut belum
didukung dengan PERDA tapi telah ditetapkan dengan kep.utusan
Gubernur mohon penjelasén.bagaimana kedudukan Sekretariat
Dewan Péngurus KORPRI Provinsi Sumatera Barat tersebut
secara hukum. ‘



Fraksi Pa"rtai Demokrat mohon penjelasan bagaimana agar
PNS sebagai anggota KORPRI sebagai wadah unsur Aparatur
Negara L Abdi Negara dan Abdi masyarakat mampu menunjang
pencapaian keberhasilan tugas Pokok instansinya tanpa ada
pembedaan perlakuan untuk kepentingan politik tertentu atau
kelompok tertentu sehmgga pembinaan dan pengembangan PNS
dapat bepalan atas dasar Prjestasu kerja dan hasil kerja PNS yang
bersangkutan,sebagai Iangkah pengembangan karir PNS.
;! ,

Tentang Organisasi 'Skkretariat Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah, Fraksi Part{!ai Demokrat mohon penjelasar\ tentang
konsep dalam RancarLgan Perda dimana dalam Bab.|V mengatur
tentang Organisasi secretariat Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah, namun hal ini belum mengatur secara lengkap seperti
dijelaskan dalam naskah akademik. .Mohon juga penjelasan
mengapa materi pasal 8 ayat (2) tidak ada hubungannya dengan
pasal 4 perda ini. |

Tentang 'Organisasi Badanl‘ Koordinasi Penyuluhan Pertanian
,Perikanan dan Kehqcanan T-rak5| Partai Demokrat mohon
penjelasan dalam p yu‘unan Ranperda ini terlihat kurang
sistimatis,bercampur baurnya hal yang diatur dalam pasal-pasal
Bab VI Jabatan Fujgsional pasal 18,19 dan 20 séterusnya
Bab.VI juga pasal 21 mengatur kepegawaian pasal 22 mengatur
tentang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI,

. Fraksi Partai Demgkrat setelah membaca naskah Akademik
tentang Ranperda BAKORLUH yang telah menguraikan secara
lengkap kajian perlunya bai(orluh ini, merasa perilu mendapat
penjelasan dari Sdr GL‘ilbemur kenapa konsep Ranperda Bakorluh
tidak dibuat dalam ;b{entuk? Perda tersendiri, sebagaimana

diuraikan dalam naskaﬁm akademik ,mohon penjelasan.

|
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Sdr.Pimpinan dan Anggota DPED,Gubernur serta hadirin dan hadirat
yang kami muliakan ll
Demikian pemandangan umum- Fraksi Partai Demokrat, kok dirantang
bisanyo panjang Pak Gubernur, ancak diguluang bianyo singkek . Semua
yang telah kami sampaikejm diif atas semuanya bertujuan agar Rancangan
perda yang disampaikan dapat1 lebih disempurnakan agar dapat diterapkan
di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai penutup, kami sampaikan :

Tambilang di sungai lansek
Tasisik di liang lantai
Lah disampaikan sado nan dapek
Nan tingga untuak urang nan pandai,
Tungkek galah aman di fajb
Tasanda di baliak pakan

. Mwpomp arkpn
Jikok salah maatkantah ambo

Jiko bana mari kito amalkan

Billahi taufik Walhidayah...... Assalamualaiku Wr.Wb.
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FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Sekretaris,

Prrst ST U,

SUWIRPEN SUIB



DEWAN PERWAKILAN RAI\}Y’AT DAERAH g
PROVINSI SUMATERA BARAT
Jin. Khiatib Selaknsan No. 87 telpn 70375913 EXT. 190

W
PANDANC!}AN UMUM
FRAKSI PERJ"UANGAN REFORMASI DPRD PROVINSI SUMBAR
TERHADAP RANPERDA TENTANG;
1. SOTK Lembaga lain (Korpi, KPID dan Bakorluh)
2. Pengelolaan sumber daya air
3. Perlindungan Perempuan dan anak.

Juru Bicara ELSYA}UQJ&L—-. b Se
Tanggal 16 September 2014

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salanu Sejahtera Bagi Kita Semua,
Merdeka !l |

Yth. Saudara Ketua, Wakil ketua dan para anggota dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Sdr. Gubernur

Yth. Saudara Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Provinsi Sumatera Barat; |
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Barat, serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat,
rahmat, taufik dan hidayan-Nya yang telah dicurahkan kepada kita
semua, sehingga kita pada hari ini ddgat mengikuti acara pemberian
Pandangan Umum Fraksi.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah
hasanah kita Nabi Muhqmmad SAW beserta keluarga, para sahabat dan

para pengikutnya yang se lalu setia mengikuti sunnahnya Semoga kita
termasuk di dalamnya. Aamiin |

Sidang Dewan Yahg Terhormat,

Dalam kesempatan yang baik ini, sebelum membacakan pandangan
umum tentang : |

a) SOTK Lembaga lain (Korpi, KPID dan Bakorluh)
b) Pengelolaan sumber daya air
¢) Perlindungan Perempuan dan anak. |

Kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi m.enngcapkan selamat jalan bagi
para jemaah haji Sumatera Batat 12}34 H, mari Jaga kebersamaan
bergotong royong untuk mencapal haji yang mabrur. |

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Baiklah, dalam Pandangan umum kali ini kami dari Fraksi perjuangan

Reformasi membagi Lima Pembahasan Ranperda Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat, yang kami mulai dari :
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Perubahan APBD Tahun 2013 kami sempat menyinggung [ndikator
Kinerja Utama dan tentang kinerja SKPD. yang mengarah pada
konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan
prima atau pelayanan yang bermutu tinggi dan satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) harus memiliki komitmen yang kuat untuk
menyelenggarakan tupoksi yang diemban. diimplementasikan apabila
para kepala SKPD dan seluruh jajarannya memiliki integritas dan
dedikasi yang baik. ! .

Untuk  memudahkan Pemerintah | Daerah  merumuskan dan
menyelenggarakan kebijakan teknis di’ bidang pembinaan jiwa Korps,
pelaksanaan dan penerapan kode etik PNS serta pelayanan administrasi
kepada anggota Korpri, maka perlu di atur dalam suatu peratuan, dengan
demikian, disiplin, komitmen dan kualitas kinerja PNS dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan semakin optimal. Untuk
itulah, korpri di harapkan dapat menjadi sarana sosialisasi peraturan-
peraturan terpadu dalam bidang pemerintahan dan ketatanegaraan,
sechingga para korpri senantiasa berada selangkah didepan dalam
menyikapi perubahan dan perkembangan pemerintah dewasa ini terus
berkembang secara dinamis, evaluasi program kerja yang telah di
laksanakan, serta rencana program kerja yang mampu meningkatkan
keberfungsian organisasi sebagai wadah aktualisasi PNS. Oleh karena
itu keberlangsungan, keberlanjutan, dan kesinambungan pemerintah
sangan bergantung pada profesionalisme para anggota korpri dalam
menjalankan kebijakan dan program pemerintah. |



Ke-dua; Ranperda Peraturan: Daerah tentang Sekretaris Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). =

KPI Daerah sebagai lembaga negara yang bersifat independen
mempunyai fungsi dan tugas sebaga1mana yang diatur oleh Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 'Penyiaran. Antara lain fungsi
dan tugasnya adalah menetapkan standar program siaran dan menyusun
peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. Tapi disamping
itu, KPI Daerah juga mempunyai kewenangan untuk melakukan
pelayanan terhadap proses perizinan lembaga penyiaran. Terkait dengan
kewenangan itu, maka kita paham bahwa dalam perialanannya KPID
menghadapi berbagai permasalahan baik dengan pemerintah maupun
dengan lembaga penyiaran yang 1ainrﬁya. Salah satu masalah tentang
perizinan dan konten siaran.

Fraksi Perjuangan Reformasi dalam hal ini perlu meminta penjelasan
tentang; harap dijelaskan secara komprehens1f mengenai visi dan misi
Komisi Penyiaran Indonesia Daerfah.? Bagaimana rencana program kerja'
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah?? Pada dasarnya Komisi Penyiaran
Indonesia bukanlah bagian dari Pemerintah seperti tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 7 ayat
(2) yang berbunyi “KPI sebagai lembaga negara yang bersifat
independen, mengatur hal-hal mengenai penyiaran”.  KPI dan
Pemerintah, ada dua insitusi yang berbeda dan terpisahkan. Bahwa
antara KPI dan Pemerintah ada kerjasama yang saling mengisi dan
melengkapi memang benar, Misalnya dalam bidang perizinan lembaga
penyiaran. Tersebut nmienjadi lebih Jelas seperti dmyatakan Undang-
Undang Nomor 32 tentang Penyiaran Pasal 8,
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melambatnya pertumbuhan 3 sektor tersebut adalah masalah serius yang
harus diperhatikan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak boleh
terus selalu berdalih bahwa ini diakibatkan oleh pengalihan lahan
menjadi lahan industri. Karena yangfterjadi adalah, bahwa selama desa
tidak menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi, maka ketiga sektor

tersebut akan terus saja terpur‘uk tidak menguntungkan dan tidak
menarik minat,

Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Sekretariat Badan
Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan
kehutanan sangat penting agar para penyuluh memiliki induk. secara
konstitusi pun tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang system
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAKORLUH sebagai penunjang program pertanian yang terarah di
lapangan, bagi petani kchadiran penyuluh membuat mereka tidak
kehilangan arah untuk bercocok tanam yang baik, meski sudah pernah
mendapat  penjelasan  sebelumnya, petani yang notabennya
berpendidikan rendah, te:ap membutuhkan panduan bertanam pada
tahun berikutnya saat mereka memul lai kembali,

Pengalihan tanggung-jawal) penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan-kebijakaﬁ
pertanian dan program-program pertanian yang bersifat “seragam
nasional” telah diubah menjadi yang bersifat spesifik lokal. Semua
perubahan yang sudah terjadi dan akan segera terjadi di dunia-pertanian
itu perlu disimak dan diantisipasi secara dini dan tepat. Struktur dan
mekanisme kelembagaan penyuluhan |dan penelitian pertanian perlu
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuﬁan baru yang ada di masyarakat
pertanian. Fungsi dan peranan anyuluhan dan penelitian pertanian perlu
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perkembangan dan pengembangan di dunia-pertanian. Bagaimanapun
juga pertanian akan tetap menjadi fondasi perekonomian setiap negara.
Bila pertaniannya tidak kuat, pastilah pereko-nomian negara itu rapuh; -

Kami dari Fraksi Perjuangan Reformbsi menanyakan apakah fungsi
penyuluhan pertanian masih tetap adciz, dan kalau ada apakah akan
dapat berfungsi dengan (lebih) baik daripada masa-masa sebelumnya?
Pertanyaan itu muncul atas dasar keyakinan bahwa penyuluhan
pertanian  itu  sangat penting dan sangat diperlukan untuk

memberdayakan masyarakat petani agar mereka dapat meningkatkan
kesejahteraan hidup mereka sendiri,

Status dan struktur kelembagaan penyuluhan pertanian baranglkali bisa
berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lain sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuannya, tetapi fungsi dasar penyuluhan pertanian
seharusnya sama. diharapkan bahwa pemerintah daerah mengedepankan
pentingnya penyuluhan pertanian sebagai wujud konkrit komitmennya
membangun daerah bersama dengdﬁn penduduknya. Tidak ada
pemerintah daerah yang mampu membangun daerahnya bila rakyatnya
hanya menjadi penonton dan hanya. berharap saja agar semuanya
dilakukan sendiri oleh pemerintahnya. Pembangunan daerah harus
dimulai dengan mengembangkan kualitas rakyatnya, dan dengan
kualitas yang lebih baik itu tersejiialah sumberdaya manusia yang akan.
melakukan pembangunan daerah lebih lanjut. sebagai sistem pendidikan
nonformal yang memberdayakan rakyat-petani agar mampu membangun
diri dan lingkungannya dalam arti luas. Penyuluhan pertanian bersama
dengan sistem pendidikan 'lainnya adalah bentuk investasi daerah dan
negara untuk mengembang-tumbuhkan kualitas sumberdaya manusia di
daecrah dan negara yang bersangkutan, Tanpa kualitas sumberdaya

i
|
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Mengingat banyaknya perubahan yang telah dan sedang terjadi di ling-
kungan pertanian, perikanan dan kehutanan baik pada tinglkat individu,
tingkat lokal, tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional,
maka pelaksanaan penyuluhan perlu dilandasi oleh pemikiran-pemikiran
yang mendalam tentang situasi baru dan tantangan masa depan yang
dihadapi oleh penyuluh. Konsekuensinya bagi penyuluhan ialah harus
mam-pu menyiapkan, menyediakan dap menyajikan segala informasi
yang diperlukan oleh para petani 1tt1 Informasi-informasi tentang
berbagai komoditas dan 1nforma51 lqm yang berhubungan dengan
pengolahan dan pemasarnya p?rlu dipersiapkan dan dikemas dalam
bentuk dan bahasa yang mudah dimengerti oleh para petani.

Tawaran pradigma Fraksi perjuangan Reformasi :

1. Jasa Infomasi

Informasi baru tentang segala hal yang berkaitan dengan usahanya.
Apakah itu informasi baru tentang teknologi budidaya pr*tam_
tentang sarana-sarana produksi, permintaan pasar, harga pasar,
cuaca, serangan dan ancaman hama dan penyakit, berbagai
alternatif usahatani lain, dan lain sebapamya |
2. Lokalitas ' |
penyuluhan petani harus lebih memusatkan perhatian pada
kebutuhan petani dan petani di daerah kerjanya masing-masing.
Ekosistem daerah kerjanya harus dikuasai dengan baik secara rinci,
ciri-ciri lahan dan iklim di dgerahnya harus dikuasai dengan baik,
informasi-informasi yang disediakan haruslah yang sesuai dengan
kondisi daerahnya, teknologi yang dianjurkan haruslah teknologi

yang sudah dicoba dan berhasil baik di daerah yang bersang-
kutan.
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dan memperhitungkan dJengan balk masalah pendapatan dan
keuntungan itu. | i

. Pendekatan Kelompok | |

penyuluh pertanian perlu dlslapkan dengan baik bagaimana cara
membina kelompok dan mengembangkan kepemimpinan
kelompok agar kelompok itu tumbuh menjadi kelompok tani yang
dinamis. | |

. Fokus pada Kepentingan Petani

penyuluh baik yang ada di lapangan maupun yang ada di kantoran
harus lebih mendekatkan dirinya dengan petani dan lebih
menghayati kepentingan-kepentingannya. menentukan sendiri
bersama kelompok tani program-program yang akan dilaksanakan.
. Pendekatan humanistik-egaliter .

penyuluh perlu dibekali dengan seperangkat penge-tahuan dan
keterampilan yang berkaltan dengan masalah komunikasi sosial,
psikologi sosial, stratlﬁkdél sosial; dll. agar mereka mampu
memerankan penyuluhan yang humanistik-egaliter.

. Profesional

Penyuluh yang profesional dan yang sub-profesional, dan penyuluh
yang telah ada (yang belum termasuk profesional atau sub-
profesional) perlu ditatar agar meningkat menjadi profesional/sub-
profesional. o
. Akuntabilitas

penyuluhan harus jelas dan teruk{lr tujuannya, biaya penyuluhan

harus dipertimbangkan dengan hasil dan dampak dari penyuluhan
itu, | |
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silkan tenaga-tenaga penyuluh yang mampu menyuluh dengan
sepenuh hati. Untuk itu lembaga-lémbaga pendidikan dan pelatihan
untuk para penyuluh harus disiapkan untuk dapat mengemban misi
semacam itu. Selain itu fasilitas yang memadai di lembaga-
lembaga penyuluhan petani seperti perpustakaan, internet dan
jaringan kerjasama <.'len¢g!au'1l instansi-instansi . terkait juga akan
sangat membantu para penyuluh untuk dapat memberi pelayanan
penyuluhan sepenuh hati. | |

Sidang Dewan Yang Terhormat;

A .
Ke-empat; Ranperda Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber
Daya Air.

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan yang maha Esa yang
memberikan manfaat untuk mewujudlqan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan pasal 33 ayat (3)
undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahunl945, bahwa
sumber daya air di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat secara adil.
|

Air merupakan suatu senyawa kimia H?0 yang sangat istimewa, yang
dalam kandungannya terdiri dari senyawa Hidrogen(H?), dan senyawa
Oksigen (O%). Kedua senyawa yang membentuk air ini merupakan
komponen pokok dan mendasar dalam memenuhi kebutuhan seluruh
makhluk hidup di bumi selain matahari yang merupakan sumber energi,
Seperti yang kita ketahui air merupakan hal yang sangat penting, karena
segala makhluk hidup di dunia tidak dapat hidup tanpa air. Bahkan di
dalam tubuh kita terdiri dari 55% sampai 78% air (tergantung pada
ukuran badan).

Fungsi air dalam kehidupan kita tlde hanya memenuhi kebutuhan,
secara fisik (yang dibutuhkan gubuhi rxilanucla) tetapi juga berperan



Bahkan makhluk hidup lain yang berupa binatang, dan tumbuhan
mengkonsumsi air sebagai pemenuh kebutuhannya. sumber daya
air adalah sumber daya berupaairyang berguna atau potensial
bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian,
industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas
terlihat bahwa seluruh manusia membutijlhkan air.

Dalam UU 4/2007 tentang SDA terdapat setidaknya 34 pasal yang
menyebutkan wewenang/tanggung jawab/tugas pemerintah (pasal 14,
dst, 94), yang kemudian ditegaskan dalam Perpres 33/2011 tentang
Jaknas Pengelolaan SDA, sebagal arahan strategis tahun 2011-
2030. Berbagai kebijakan yang iterkandung harus diwujudkan dalam
waktu segera, yaitu 1 — 5 tahun. penanganan pengelolaan air di tingkat
provinsi keterkaitan institusi sangatlah banyak, tentu perlu kejelasan
institusi tentang pengelolaan air ini agar kordinasi dan implementast
pengelolaan air dapat di laksanakan dengan baik.

Persoalan air ini bukanlah berdiri sendiri, ketika salah kelola akan
berpengaruh pada aspek kehidupan dan lingkungan hidup karna stress
air juga dapat menyebabkan konflik, reduksi secara bertahap iterhadap,
kualitas dan kuantitas air tawar dapat menambah ketidak stabilan suatu
wilayah dengan berkurangnya kesehatan suatu populasi, menghalangi
pertumbuhan ekonomi dan dapat menyebabkan konflik ketegangan yang
sering kali terjadi di antara perbatasan wilayah. Begitu juga secara
yuridis, peraturan air ini juga harus mengkaitkan dengan regulasi yang
terkait, agar dapat saling mengisi, komplementer dan sinergis dalam
konteks kebijakan strategis pengelolaan sumber daya air di Provinsi
Sumatera Barat, sehingga ada aturan konfrensif dan optimal, agar tidak
terjadi tumpang tindih peraturan terutama antara regulasi yang perlu di

lakukan sinkronisasi terhadap perundang-undangan untuk menghindari
perbedaan pemahaman, Mohon penjelasan..!!
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Ke-lima; Ranperda Peraturan Perl'i,ndungan Perempuan dan Anak.
Mengawali tentang Ranperda tentang Perlindungan perempuan dan anak
ini izinkan kami menceritakan yang kami lihat pada 4 hari yang lalu
siang-malam, panas dan hujan diperempatan jalan by pass arah kanan
solok jika lurus menuju indarung, miris melihat seorang anak pelempuan
mengulurkan ember kecil kepada pembawa kenderaan berharap
mendapat recehan, yang usia anak perempuan itu perkiraan kami
umurnya belum cukup 4 tahun, berjdilan di antara truk, mobil dan
kenderaan lainnya yang di perhatikan ibunya yang sedang hamil duduk
di dekat tiang lampu merah perempatan tersebut, dalam hal ini menurut
kami sudah menyalahi Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 fakir Miskin dan
terlantar di pelihara Negara dan UU No.l1Tahun 2009 tentang
kesejahteraan sosial. siapa yang musti kita salahkan? ada berapa ibu dan
anak Sumatera Barat yang persis seperti?? Secara tidak langsung dapat
di katakana bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada
prinsipnya di pelihara oleh Negara, tetapi pada kenyataannya yang ada

di lapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar di
pelihara oleh Negara.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal
yang penting dan' menentukan dalam wupaya menyiapkan dan
mewujudkan masa depan bangsa dan 'Negara. Namun apabila anak
kurang mendapatkan perhatian dari hngkungan terdekatnya maka mudah
baginya untuk melakukan perbuataq yang rneny1mpang dari norma
hukum yang berlaku di masyarakat. Begltu juga perempuan sebagar
warga Negara juga sebagai ibu atau istri, pada hakikatnya mempunyai
peranan penting yang saling melengkapi bersama laki-laki, oleh sebab.
itu hak-hak mereka wajib di hormati. Pendidikan harus memberi
perhatian terhadap pengertian keibuan yang lebih baik sebagi fungsional.



anak dan perempuan sepertinya sudah menJad1 menu harian dalam
pemberitaan media, baik cetak rnaupun elektronika. Hampir ‘setiap hari
kita mendapatkan informasi tentang berbagai tindak kekerasan terhadap
anak dan perempuan. Akibat tindak kekerasan itu, seorang anak harus
kehilangan segalanya dalam hidupnya. Lingkungan sosial kita sangat
tidak begitu “bersahabat” dengan anak. Anak-anak, generasi penerus
bangsa terpaksa harus menjadi korban kejahatan dan ketidakadilan sosial
lebih awal. Mereka bagaikan bunga yang mati sebelum berkembang.

Fraksi Perjuangan Reformasi menginginkan Raperda yang baru ini nanti
harus memberi gambaran yang jelas dan mempertegas upaya
perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Sumatera Barat
dalam 3 ranah perlindungan yaitu upaya pencegahan, upaya penanganan
dan upaya pemberdayaan. Tidak hanya|terfokus pada mekanisme dan
upaya penanganan terhadap korban tetapl juga memberikan arahan
terhadap upaya pencegahan terJad:mya kekerasan perempuan dan - anak
serta bagaimana memberdayalcan korban kekerasan sehingga mereka
lebih berdaya dan tidak lagi rentan te1haHap terulangnya kekerasan dan
Masalah sinergisitas integralitas peran antar instansi dalam memberikan
berbagai pelayanan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban:
kekerasan. Perlu ada koordinasi yang kuat, baik ditingkat kebijakan-
maupun implementasi.Mohon Penjelasan dari Sdr Gubernur..!!

Rapat Dewan Y(mg Terhormat,

Demikian penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Perjuangan
Reformasi DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna kali
ini. Atas perkenan dan kesabarannya, kami sampaikan banyak terima

kasih. Akhirnya apabila ada kata-kata \yang kurang berkenan kami
mohon maaf,

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wa‘barokafuh.,
MERDEKA !!! -
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' PEMANDANGAN UMUM (89

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
RANCANGAN PERATURAN DAER&H
TERHADAP

1.RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
SOTK LEMBAGA LAIN (KORPRI, BAKORLUH,
KPID)

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

3.RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DISAMPAIKAN OLEH: DRS. ERI RA] MONCAK SUTAN
PRDANG; SENIN, 10 SEPTEMBER 2013

* M‘uﬂ%

Assalamualaikum Wr.Wb__

:‘ \ J g

PARTAI AMANAT HASIONAL

g

Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat,

Yth. Saudara Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat,
Yth. Saudara Ketua,Wakil Ketua dan se luruh Anggota
DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yth.Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan daerah
sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat
dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera
Barat,

» Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat,

» Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf
Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Biro di
ngkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat,

» Yth. Saudara Pimpinan Partai Pdhtlk Pimpinan Organisasi

- OQ8ial, Kemasyarakatan dan Wartawan ‘Media Cetak Dan
Elektromk beserta hadirin yang berbahagxa
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Y



1

l

Mengawali Pemandangan Umum ini marilah kita Panjatkan

Puji Dan ‘Syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat limpahan
Rahmat, Inayah dan hidayah-Nya jualah kita bersama-sama
dapat hadir dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini, dalam
keadaan sehat ?walv’afiat dengan agenda Penyampaian
Pemandangan Umﬁm Fraksi ini.,

Salawat dan éalam kita sampaikiian kepada junjungan kita
Nabi Besar Muhammad SAW iyang}ftélah memberikan arah dan
tuntunannya k.epad,a umat mahu_sia untuk kebahagiaan di dunia
dan diakhirat melalui Al Qur’an]" dan Sunnah Nya.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) selanjutnya
mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah
memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan
Pemandangan. Umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap 3 Ra’ncangan
Peraturan Daerah yaitw \ |

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SOTK
LEMBAGA LAIN ( KORPRI, BAKORLUH, KPID) |

2. RANCANGAN ~ PERATURAN ~ DAERAH ~ TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

3. RANCANGAN ~PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
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Saudara Gubernur, Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Undangan Yang

L e AR R
Kami Muliakan, .. .. e b o s

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SOTK

LEMBAGA LAIN ( KORPRI, BAKORLUH, KPID)

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 17 tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata .Kerja
Sekretariat Dewan Pengurusv Korps Pegawai Negeri Sipil
Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota maka untuk
meningkatkan optimalisasi pelaks?naan tugas pemberian
dukungan teknis operasional dan adr;ninistrasi terhadap Korpri
Sumatera Barat maka kebui,‘tuha.n‘, ;f;zkan sebuah Sekretariat,
diperlukan pula sebuah org‘anisasii'yang mengatur tentang

pelaksanaan teknis operasional dan teknis administratif.

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor: 19 tahun 2008 tentang Pedoman dan
Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
(KPID) kemudian Undang-Undang No: 16 tahun 2006 tentang

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Selanjutnya setelah kami menyimak dan membaca Nota:

Penjelasan Saudara Gubernur yang disampaikan pada hari
Selasa tanggal 10 September 2013 Mengenai Rancangan
Peraturan Daerah t’entangl; SOTK Lembaga Lain

(Korpri,Bakorluh, KPID) maka karm Fraksi Partai Amanat .

;,3 .f\t:‘,,.';?'vt’-'l;"‘v"

Nasional berpandangan bahwa untuk menghimpun lseluruh

)



Pegawal Republik Indonesia dalam meningkatkar Perjuangan,
Pengabdian dan Kesetile‘xan‘_.liigada cita-cita Perjuangan Bangsa
dan Negara Kesatuan RI bé”z"‘dasarkan Pancasila dan UUD 1945
yang bersifar Demokratis, Mandlrl,,Bebas, Aktif, Profesional,
Netral, Produkt1f dan Bertanggung;awab yang keanggotaannya‘
mayoritas anggotanya adalctkL Pegawai Negen S1p11 (PNS)
merupakan Organisasi Non Kedinasan yang melaksanakgn
fungsi Kepemerintahan berdasarkan Keputusan Presiden No:82
tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia, yang
dalam hal ini Sekretariatnya dipimpin oleh Seorang Pejabat
Eselon [IB. Demikian juga halnya dengan Komisi, Penyiaran
Indonesia Daerah (KPID) yang diusulh<an dipimpin oleh seorang
Pejabat Eselon IIIA maupun Seketariat Badan Koordinasi
Penyuluh Pertanian, Perikanan daﬁ Kehutanan (Bakorluh) juga
di Pimpin oleh seorang Pejabat" Eselén I[TA. Untuk itu kami dari
Fraksi Partai Amanat Nasional perlu penjelasan tentang hal ini!
Apakah Pejabat setingkat Eselonering diperlukan untuk

memimpin keseKkretariatan ketiga lembaga tersebut? Mohon

Penjelasan saudara Gubernur !

Saudara Gubernur, mepman dan anggota Dewan serta Undangan yang
kami Muliakan. |

II. RANCANGAN' PERATURAN ' DAERAH  TENTANG
PENGELOLAHAN SUMBER DAYA" AIR '

Sumber Daya An merupakan Karuma Tuhan Yang Maha

E@d yang memberlkan manfaat untuk kesejahteraan manusia.



Seperti tercantum dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Sumber
""v‘»Daya Air dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat. Air sampai saat ini
merupakan Sumber Daya yang l‘belum tergantikan dalam
memberikan dukungan dan \,kehidupan bagi seluruh mahluk
hidup. Sehingga keberadaannya hai’us dijadikan Pricritas utama

dalam Pelestariannya, untuk| memberikan kehidupan bagi

seluruh mahluk hidup.

i

Sebagai Landasan Sosiolégis dikatakan Air merupakan
Sumber Daya Alam yang mutlak diperlukan oleh manusia dan
mahluk hidup lainnya, dan mempunyal arti serta peran penting
dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Air mérupékan
Sumber Daya yang memiliki sifat \Multi Sektoral. Semakin
berkembang dan maju tingkat penghidupan masyarakat
semakin banyak air yang diﬁoutuhi«:ah, sedangkan jumlah air
semakin lama semakin berkurang. Ababila padai mulanya air
hanya digunakan untuk kebutuhan minum, dan kebutuhan
rumah tangga lainnya, irigasi, dan tranportasi. D‘alam
perkembangannya air juga digunakan dalam berbagai sektor
kehidupan seperti Industri, Jasa Pencucian dan kegiatan usaha

lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya

pengembangan daerah pengaliran sungai/wilayah, sungai untuk

.. pelayanan ".p.'Qn-yedi'aan“::-“‘air’i"?‘r‘riasyar‘akat “daf’ pengaturan,

!
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perencanaan, penggunaan alir' pemanfaatannya di berbagai

sektor.

Dengan di Undangkannya Undang - Undang No @ 7 tahun |
2004 Tentang ~.Sumber Daya Air yang mengantikan Undang-
Undang No 11 tahun 1974 Tentang Pengairan telah
menetapkan bahwa sejalan dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-
Undang Dasar Negara Repubhk Indone51a Tahun 1945 Sumber
Daya Air dikuasai oleh Negara dan dlkuasal sebesar-besarnya
untuk kemakmgran rakyati secaré adil, Atas penguasaan
Sumber Daya Air tersebut, Negara menjamin setiap orang
untuk mendapatkan pemenuﬁan air bagi kebutuhan pokok

masyarakat sehari—hari dan melakvkan pengaturan hak atas

air.

Selain itu, penguasaan Negara atas Sumber Daya Air
diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
dengan tetap mengakui dan menghérmati kesatuan?kesatLlan
masyarakat adat beéerta hak hak ulayat sepanjang
keberadaannya masm dlakul, mdup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan Prmsm Negara Kesatuan
Republik In,donesm. Hal ini sexrmg pula dengan dlundangkannya
Undang-Undang No: 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah, maka oleh karena itu tentu diperlukan suatu aturan di

Sumatera Barat, Perma alahan dalam Pengelolahan Sumber

Dava Air di Sumatera Barat pada Dasarnya mehpum 3 (tlga)
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Aspek Utama yaitu: Kelebihlari Ai-, Kekurangan Alr,

i
.

Pencemaran Air. N

Untuk itu kami dari Fraksi Partai Anamat Nasional
mengharapkan keberadaan Peraturan Daerah ini nantinya dapat

. | i . “
mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi selama ini!

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang
kami Muliakan

III. RANCANGAN  PERATURAN ° DAERAH  TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

Kami Fraksi Partai Amanat ;Nésional memandang bahwa
fenomena Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di
Indonesia secara umum Ibarat] Gunuhg Es. Bila ada satu kasus
yang muncul ke permukaani, maka‘ yang tidak terungkap
sesungguhnya berjumlah puluhan bahkan ratusan kasus. Hal
tersebut dapat terjadi karena berbagai aspek. Terutama masih
rendahnya  kesadaran  masyarakat pada | Hak-haknya
sebagaimana yang telah diatur oleh Undang - Undang. Inilah
yang menjadi salahsatu pemikiran arti pentingnya Raperda ini.

Salah satu Perlindungan dan Pelayanan 'terhadap Anak dan
Perempuan adalah adanya Jaminan Regulasi yang jelas dan
tegas. Pemerintah Daerah harus mampu memberikan jaminan

dan perlindungan serta pelayahan yang prima terhadap anak-

anak dan  perempuan korban tmdak kekerasan D1 tingkat .

,;A.’, ‘ﬂ“
nasmnal klta sudah mermhkl beragam Peraturan Perundang-



undangan yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap
anak-anak dan perempuan korban tindak kekerasan. Aturan
Hukum ini harus diperkuat dan dilengkapi paca tingkat di
daerah, yakni dalam  bentuk Pefatpran Daerah. Beragamnya
Regulasi, baik ditingkat Pusét maupun Daerah diharapkan tidak
hanya sekedar aturanFormél\‘istik saja, tapi reéulasi tersebut
memiliki daya guna. dan kekuatan yang Implementatif dan
Produktif.

Keberadaan Undang - Undang Nomor 3 tahun 1997
tentang Peradilan .Peradilan Anak dan Undang - Undang
Nomor 23 tahun 2002 merupakan dasar utama bagi Pemerintah
terutama para Penegak Hukum dalam upaya memberikan
Perlindungan terhadap Anak. Sebagaimana Kita ketahui
bersama akhir—akhir tiada hdri tarﬁpa kekerasan terhadap anak
kekerasan terhadap anak di \nagari yang sangat berbudaya ini
yang sangat terkenal dengas’n Falsafahnya A‘riak Dipangku
Kamanakan Dibimbing. Nilai - nilai itu ternyata sudah jauh
bergeser dalam kehidupan orang Sumatera Barat.

Untuk itu. kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional
menyarankan kepada,.iPara' Penegak Hukum di Daerah ini
melalui Saudara Gubernur untuk benar-benar meherapkan
Sangsi-sangsi yang tegas bagi Pélanggaran Terhadap Hak-hak
anak ini, terutama sekali parai pelalliu%-eksploitasi anak di bldang.

ekonomi maupun eksploitasi anak di bidang seksual. .

l




Pada kesempatan ini jugé kami Fraksi Partai Amanat
Saudara Gubernur bahwa dalam hal Menangani Khasus —khasus
Pelanggaran Hak-hak Anak Supaya Menerapkan Undang-
Undang No. 23 tahun 2002 Apabil% Anak sebagai Korban dan
sebaliknya apabila Anak sebaggii?elaku maka terapkanlah
Undang-Undang No' 3 te%hun i:1997 yang saat ini sudah -
diperkuat pula dengan Unda\ng—Undang No: 11 A»tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Anak.

Disamping itu pe]anggaran-pelanggaran yang di'akukan
terhadap Hak - hak  Anak kerap pula dilakukan para
Penyelenggara Perlindungan Anak Itu Sendiri Seperti Oleh
Penyenggara_‘ Pendidikan Terhadap Anak, Apa yang sudah
dilakukan oleh. Pemerintah Sumatera Barat untuk mengatgsi hal
tersebut? Mohon Penjelasan Saudarj.f: Gubernur!

Disamping . ,pe,r}indungap te;rhl‘adap' anak, Perlindungan
terhadap Perempuan adalahihal Sfaflg sangat penting u'ntuk di
perhatikan karena adanya kekhawatiran kita dengan munculnya
berbagai bentuk eksploitasi‘ manusia khususnya terhadap
Perempuan dan Anak yang seharusnya memperoleh perlakuan
yang layak justru dieksploitasi untuk tujuan—tujuan tertentu.
Oleh karena itu segala bentuk pérlakuan yang mengganggu dan
merusak hak-hak dasar manusia dalam berbagai bentuk
pemqphfag‘tgp_ daneksplolta51 yang, _ti__dakf\.;lberpr_ikemanusiaén']
harus dapat dihentikan tampa kecual}.

|



Sauclara Gubernur, Pimpinan danl anggota Dewan serta Undangan yang
kami Muliakan

Dengan di Undangkanrnly;é nanti ‘P-efatuféh Daerah tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak ini hendaknya jangan hanya
menjadi tarhbahan Literature Peraturan Daerah yang Kkita
hasilkan, tetapi hendaknya dapat menjawab persoalan-
persoalan yang selama ini Ibarat Fenomena Gunung Es
tersebut, Peraturan Daerah inipun Aendaknya dapat menunjang
Pemberlakuan_Undang - updang %:entang hal tersebut yang
sudah ada sebelumnya. Keliverad‘aa':rl Peraturan Daerah inipun
hendaknya jangan hanya untpk memenuhi Kriteria — kriteria
penghargaan, seperti Kota Laayak Anak yang sudah diraih oleh

beberapa kota di Sumatera Barat. Mohon penjelasan Saudara

Gubernur !

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang
kami Muliakan

Fraksi Partai Amanat Nasional ﬂl‘lengharapkan pertanyaan-
pertanyaan diatas untuk d:ijawap ?sesuai dengan Fakta di
Lapangan dan keadaan éyang Esesungguhnya sehingga
pembangunan di  sektor “pierizihan, pelayanan publik,
Perlindungan Perempuan dan Anak dapat terarah kepada visi
misi Sumatera Barat sebagaimana yang terdapat dalam

Rencana Pembangunan Jangka Pdmang Daerah (RPJPD) 2005—-
2025, eeoev e

10
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Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat
Nasmnal 1n1 d1sampa1kan Jlkd ada salah dan janggalnya kam1
mohon maaf wablllahltauhq walhldayah wassalamualalkum
Wr, Wb \
Padang, 16 September 2013

Fraksi Partai Amanat Nasional
DPRD Provinsi Sumatera Barat

WAKIL KETUA SEKRETARIS

,,,,,
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FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

A0 AN S

Jln, Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133 T

e bt S i —

PEMANDANGAN I(DMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP'
RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
1. PENGELOLAEN SUMBER DAYA AIR
2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
3. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA LAIN

Assalamu’alaikum Warfahmatu]]ahz’ Wabarakatuh
Wil
Yth: Saudara Gubernur Sumasera Barat

Yth: Sdr. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua serta Anggota DPRD Prov. Sumbar

«

Yth: Sdr-sdr Anggota Forum Koordinasi Pemda, Ketua Pengadilan Tinggi .

dan Pengadilan Tinggi Agama Prov. »Surribalr. 1

Yth: Sdr. Sekda, Ka Cabang BPK RI, Asfstén, tenaga ahli, Ka Badan dan
Dinas di lingkungan Pemda Prov Sumbar. f

Yth: Ser—RektorPTN/RTS, lepman ‘Ormas dan Parpol plmpman BUMN
dan BUMD, hadirin dan hadirat serta rekan wartawan media cetak dan
elektronik yang berbahagia. .

Hadirin dan hadirat yang kami muliakan.

Terlebih dahulu mérila.h’ kita ucépkan puji dan syukur lehadirat
Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta
hidayahNya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini, kita telah
dapat hadir bersama untuk mengikuti R?apat Paripurna Penyampaién

Pemandangan Umum Fraksi terhadaﬁ Ranéangan' Peraturan Daerah
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Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, RANPERDA Perlindungan
Perempuan dan Anak dan RANPERDA Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Lain. 1

Shalawat beriring salam kita persenhbahkan untuk junjuriéan kita
kekasih Allah, Nabi Besar Muhammad SAW Rahmatanlilalamin, yang
telah meninggalkan pedoman b‘erupa; Al-Quran dan Sunnah Rasul
kepada kita dalam menjalani ikehidupan ini, Allahummashalli'ala

Syaiddinna Muhammad wa ‘ala ali S}}aiddinna Muhammad.

Kepada Pimpinan Sidang, kami ucapkan terima kasih atas

kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan

pandangan umum Fraksi karai ini.

Berkenaan dengan 3 (tiga) Rancangan Peraturan | Daerah
(RANPERDA) yang disampaikan oleh Saudara Gubernur padd tanggal 10
September 2013 yang laly, maka izin{kanlah saya menyarﬁpaikah
Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR terhadap 3 RANPERDA

tersebut sebagai berikut.

A. RANPERDA Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sebagaimana kita ketahui air adalah merupakan sumber kehidupan
manusia yang sangat strategis. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa air.
Dengan bertambahnya jumlah manusia dan rusaknya lingkungan hidup
maka ketersediaan air bagi kehidupan manusia akan menjadi persoalan
yang perlu disikapi dengan bijak. Kami menyampaikan apresiasi kepada

Saudara Gubernur yang telah mengajukan RANPERDA Tentang
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Pengelolaan Sumber Daya Air, agar' potensi sumber daya air di Provinsi
Sumatera Barat ini bisaﬁ dimanfaatkanl watek sebesar-besarnya
u~le kepentingan masyarakat yaﬁ.g berdomisili di daerah yang kaya dengan
sumber daya alam ini. Untuk lebih sempurnanya RANPERDA ini kami

mohon penjelasan sebagal berikut:

1. Dalam Nota Pengantar RANPERDA ini disampaikan bahwa menurut
data Badan Pusat Statistik (BPS) ta,h‘nun 2008, lahan sawah yang
memiliki irigasi teknis hanya seluas 33.283 ha atau 13,03% dari luas
lahan sawah keseluruhan. Bahkan ﬁnenurut luasnya pada tahun 2008
menjadi 29.526 ha atau 12.57%.‘|Ber1<enaan dengan kondisi ini Fraksi
Partai GOLKAR mohon penjelasan, apakah kebijakan untuk
melarang pengalihan fungsi sawah yang berpengairan telknis tidak
efektif dan program pencetakan sawah baru tidak mencapai
sasaran yang diharapkan serta kemungkinan potensi pembuatan
pengairan teknis yang mungkin dibangun lagi pada sungai-sungai

yang ada di daerah kita ini.

2. Fraksi Partai GOLKAR meminta } penjelasan tentang sering
terjadinya polemik antara masyaraka}t di' sekitar Danau Singkarak
dan Danéu Maninjau yang afu'nya %iiperguna1<an untuk Pembangkit
Listrik Tenaga Air (PLTA). Masaléh :.ini terjadi karena masyafakat
meminta kompensasi terhad!ap penggunaan éir untuk PLTA
tersebut dan sering meng-kambinghitam-kan pihak PLN dengan
menyusutnya permukaan air sedangkan pihak PLN sendiri sering

menjadikan alasan pemadaman listrik karena kurangnya debit air



|
danau sehingga tidak mampu merﬁmal;simalkan kinerja pembangkit.
Apakah dengan mengeluarkan PERDA ini persoalan-persoalan
tersebut bisa diantisipasi? Kami mohon penjelasan Saudara

Gubernur.

. Untuk menjaga sumber daya air tentunya usaha yang paling
strategis adalah deng,an menjaga kelestarian hutan. Hutan di
wilayah aliran sungai jangan sampai dirusak oleh penebangan liar
atau illegal logging. Untuk itu Fraksi Partai GOLKAR menghimbau
Saudara Gubernur agar meningkaTtkan koordinasi Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat dengan uns‘;ur penegak hukum, terutama
POLRI agar dengan tegas m?nmdak oknum oknum yang berada di
balik tindakan penebangan liar terSebut haik para cukong maupun

oknum aparat yang membeklr}g t1ndal<an tersebut, sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian untuk memperbaiki kohdisi hutan dan pinggir danau
yang sudah terlanjur rusak, adalah perlu kita lakukan penghijauan
dan reboisasi. Untuk itu tidak ada salahnya jika kita merangiul para
generasi muda kita yang tergabung dalam Kelompok-Kelompok
Pecinta Alam yang sangat banyak tersebar di Sumatéra Barat ini,
untuk melaksanakan penghijauan dax%t reboisasi. Saudara Gubernur,
kiranya juga dapat menglhimba}u‘ dan meminta perusahaan-
perusahaan dan pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan

penggunaan sumber daya air a‘gar menunaikan kewajibannya untuk



melakukan penanaman pohon atau penghijauan. Mohon tanggapan

Saudara Gubernur. |

B. RANPERDA Tentang Perhdﬁgm i’eiex_npuan dan Anak.

Dengan sering terjadinya tinda{kan k_éjahatan yang} terjadi terhadap
perempuan dan anak dewasa ini yang cénderung semakin meningkag
makin banyaknya anak-anakX terlantar, maka pengajuan RANPERDA
Tentang Perlind&?ggmn&;\k oleh Saudara Gubernur sangat kami sambut
dengan baik. Kita berharap kiranya dengan adanya RANPERDA ini
masalah-masalaﬁ:yang berkénaan dengan perempuan dan anak, & bisa
menjadi landasan berpijak bagi kita untxfk memberikan perlindungan
yang lebih baik lagi terhadap perempuah dan anak. Untuk itu Fraksi
Partai GOLKAR menyampaikan sebagai berikut:

fudiln |, 004
1. Menyoal perlindungan anak, i(itavpuafi,% Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Pe:.flindung#an Aniak, Undang-Undang Nomor 9

tahun 2012serta Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang

Anakyang telah mengatur keseluruhan aspek tentang perlindungan

anak. Mohon penjelasan Saudara Cubernur, spesiﬁkasi apa yang

menjadi penekanan da.am aspek perlindungan anak yang hendak
dicapai dengan RANPERDA ini. Apakah RANPERDA ini menjadi
aturan yang lebih spesifik atau khusus dari Undang-Undang
tersebut di atas, sesuai asas Lex Specialis derogat legi Generé]is

, : ., !
atau justru nantinya RANPERDA inj akan lemah karena sudah ada



peraturan yang lebih tinggi vyaitu Undang-Undang vyang

mengaturnya sesuai asas Lex Superior derogatlegi Inferior?

. Dalam konsep 1<ehidup§n kita di Minangkabau memang dinyatakan
bahwa anak dipangku, kamanakan dibimbiang. Namun ungkapan
adat tersebut pada saat ini bagi 1<é1uarga Minang sudah jarang
diterapkan. Untuk itu kami menghimbau Saudara Gubernur beserta
LKAAM Sumbar dan Bundo Karidﬁang agar kita bisa kembali
menyosialisasikan dan mengajal< masyarakat kita agaf menerapkan
tanggung jawab terhacliap anék dan kemenakan yang tidak bisa

dilepaskan dari seorang laki-laki Minangkabau yang sejati.

. Dalam memberikan perlindungan atau mendidik anak memang
kadang-kadang terjadi saling menyalahlkan antara orang tua, guru,
pemuka adat, terutama kalau anak tersebut sudah dikategorikan
nakal. Apakah dalam RANPERDA ini bisa memperjelas antara
fungsi-fungsi orang tua, gury, okoh masyarakat terhadap

kelangsungan pendidikan anak spciara luas? Mohon penjelasan
Saudara Gubemur. ‘

. Akhir-akhir ini di Sumatera Barat juga sering kita membaca dan
mendengar di media massa sudah sering terjadi tindakan
l<el<eraéan terhadap perempuan baik yang terjadi dalam keluarga
ataupun yang dilakukan oleh orang lain bahkan ada yang sampai
meninggal dunia. Begitu ‘pun tindakan-tindakan asusila yang
dilakukan terhadap anak oleh orang dewasa sering pula terjadi.

Menurut hemat kami dari Fraksi Partai GOLKAR tindakan tersebut



terjadi lkarena makin 1<urangny;a perngamalan agama dan adat bagi
masyarakat kita. Kami mohon penjelasan apakah dengan adanya
RANPERDA ini kejadian-kejadian negatif terhadap perempuan dan

analk akan dapat berkurang?

Pimpinan, Saudara Gubernﬁx, dan Hadirin yang berbahagia, .
|
C.RANPERDA Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Lain. | "

Mengenai Pembentukcm Orgamsa81 dan Tata KerJa Sekretanat

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi 1<an~1 sampaikan sebaga1 berikut;

1. Dengan dibentuknya Sekretariai Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
Sumatera Barat yang dikepslai oleh seorang Kepala Sekretariat
dengan eselon II/b, Fraksi Partai GOLKAR mengharapkan ini dapat
memberikan dukungan operasional kepada Dewan Pengurus
KORPRI Provinsi karena dari segi pembiayaan tidak akan
terkendala lagi karena sudah langsung masuk APBD. Mohon
penjelasan rencana rekruitmen dan? penempatan pegawai serta

penganggaran Sekretariat KORPRI ihi.‘

i

2. KORPRI sebagal wadah untuk menghm'lpun seluruh Pegawa1
Republik Indonesia termasuk Pégawal Negeri di Stimatera Barat ini
diharapkan betul-betul  difungsikan untuk meningkatkan
perjuangan, pengabdian dan kesetiaan kepada cita-cita perjuangan

bangsa dan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bersifat



demokratis, bebas, altif, iprofesibnal, netral, produktif dan
bertanggung jawab. Kami géris faa\l{vahi netralitas ini betul-b“eful
harus dijaga oleh Pengurus|dan Anggota KORPRI dimanapun
ditempatkan terutama dalamn men'ghadapi PEMILU Legislatif dan
PEMILU Presiden yang akan datang.'Saudara Gubernur beserta
jajaran hendaknya dapét mengawal dan menjaga netralitas KORPRI
ini. Mohon penjelasan langkah-langkah apa yang akan dilakukan

dalam rangka menjaga netralitas tersebut.

Mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Fr;aksi Partai GOLKAR mohon
penjelasan. Sejak berdirinya KPID di SiL111'§1atera Barat sampai sekarang
masih belum mendapatkan status. yanig jelas terutama perpanjangan
masa jabatan keanggotaan dan pimpinén KPID yang tidak‘ terbatas

walktunya. Untuk itu mohon penjelasan langkah apa yang telah dan akan

dilakukan oleh Saudara Gubernur dalam rangka membenahi KPID P

Sun%(&
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DO Wehon  gujlirin dwrag bl owl o o
Selanjutnya mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat, Fraksi Partai GOLKAR mohon penjelasan
Saudara Gubernur bahwa dengan dibentu@mya Bakorluh ini yang Ketua
Harian-nya ditetapkan Sekretaris Daerah apakah tugas-tugas penyuluhan
tersebut bisa efektif mengingat tuéas-tu;gas Sekda sudah cukup banyak
yang sifatnya tugas-tugas adminisfratif sedangkan tugas penyuluhan 1n1
akan lebih banyak di lapang:an. Mo&\on penjelasan jugé tentang jumlah

i



9.

penyuluh yang altif sampai sekarang di setiap dinas dan pembinaannya
yang dilakukan selama ini agar para peta}ni mendapatkan manfaat dari

keberadaan penyuluh.

Saudara Guberziuz; Pimpinan da;n Hadirin yang kami hormati

Demikianlathemandangan Umum Fraksi Partai COLKAR ini kami
sampaikan. Kami yang menyampaikan mohon maaf apabila dalam
penyampaiannya ada hal-hal yang 1<urang? berkenan atau tidak pada
tempatnya. Terima kasih. ‘

i

Wabillahitaufiq wal lzidaya.'h, Wassalamu’alaikum Wr. Wh.
Padang, 16 September 2013
FRAKSI PARTAI G‘pLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua, o Sekretaris,

dkso dko

H. YULMAN HADI, SE,SIP,MM H. SAIDAL MASFIYUDDIN, SH

Dra. SITTI IZZATI AZIZ

|
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"PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI HANURA DPI!RD PROV. SUMBAR

TERHAD 15

1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.
2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

3. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERIA
LEMBAGA LAIN.

-
SENIN, 16 September 2013

Dibacakan bleh

H. DEDY EDVYARD, SE, MM



Yth. Sdr.

Bismillahhirahmanil'rahim,

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
Ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama
Provinsi Sumatera Barat,

|

Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor
dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Pimpinan BUMN / BUMD Provi{'\si Sumatera Barat.

Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin'yang berbahagia.

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan syukur

ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, hari ini kita hadir di

gedung dewan ini dalam rangka penyampaikan Pandangan Umum Fraksi

terhadap 3 (tiga) Rancangan Perda terhadap :

1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
3. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

4 !



Shalawat beriring salam, kita persemhbahkan pada junjungan kita Nabi besar
Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada
umatnya dalam mengarungi kehidupan di dud)ia dan menghadapi kehidupan di
akhirat hingga kita menjadi makin taqwa.iAllahumma Salli ‘Alla Sayyidina

Muhammad, Wa ‘Alla Ali Sayyidina Muahammfad;.
Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan Dewan djn Hadirin yang kami Mulia

Sumber air di provinsi Sumatera Barat padé umumnya berasal dari daerah

pegunungan dan danau, dan terdapat 5 (lima) daﬁau di Sumatera Barat yaitu :
a. Danau Singkarak terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar
b. Danau Maninjau terletak di Kab, Agam
c¢. Danau Diatas terletak di Kab.Solok
d. Danau Dibawah terletak di Kab. Solok |

e. Danau Talang terletak di Kab. Solok

: -
Disamping itu juga terdapat 254 sungai yang sebahagian bermuara ke Samudera
Hindia di pantai barat dan sebahagiannya lagi bermuara ke pantai timur Pulau

!
Sumatera. :

Permasalahan dalam pengelolaan Sumbe Daya Air pada dasarnya meliputi itga

aspek utama vyaitu ;

a. Kelebihan air
b. Kekurangan air

¢. Pencemaran air



Besarnya potensi sumber daya air di Provinsi Sumatera Barat baik untuk
sumber daya ai rpermukaan, maupun untuk sumber daya air bawah tanah
ternyata belum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan

ekonomi masyarakat Sumatera Barat secara maksimal selama ini.

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penlduduk serta semakin pesatnya
pembangunan di berbagai sektor, maka Etuntutan masyarakat terhadap
penggunaan sumber daya air juga terus berkiembang. Pengelolaan suber daya
air merupakan kerangka dasar * dalam ?merencanakan, melaksanakan,
mementau dan mengevaluasi egiatan konservasi s_umber daya air,

pendayagunaan sumber daya air dan péngendalian daya air rusak.

Di era globalisasi sekarang ini, banyak terjadinya berbagai macam kejahatan
tidak terkecuali juga kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban
tindak pidana lain sebagai korban perdagangan,' perbudakan maupun
!‘

Perempuan termasuk kelompok yang rentan dan cenderung mengalami

eksploitasi seksual lainnya.

kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlmdungan yang optimal karena dari |

rahim seorang perempuan dlharapkan lahirnya anak dan terbentuk keluarga
masyarakat, bangsa dan negara yang a’dil makmur.oleh karena itu pemenruhan
hak — hak konstitusional perempuan serta peningkatan kualitas hidup

perempuan merupakan salah satu urusan wajib menjadi tugas dan wewenang

pemerintah daerah.
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Upaya perlindungan terhadap anak perle dilaksanakan sedini mungkin, yakni
sejak dari janin dalam kandungan szimpai ahak berumur 18 tahun. Kewajiban

memberikan perlindungan terhadap anak didasarkan pada asas — asas berikut :

a. Non diskriminasi A
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
¢. Hak untuk hidup, kélangsﬁmgan hidup, dan perkembangan

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam melakukan pembinaan &an perlindungLn terhadap anak dan perempﬁan
perlu peranan pemerintah dan mas!ay.araklatibalk melalui perlindungan anak,
lembaga perlindungan perempuan,%lémbéga; keagamaan, lembaga swadaya
masyarakat,organisasi kemasyarakatan orgar%isasi sosial, ?unia usaha,‘media

massa atau lembaga pehdidikan lainrya.

Undang — undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan undang - undang
nomor 12 tahun 2008 tentang erubahan kedua atas undang — undang nomor 32
tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat undang - undang

dasar negara Republik Indonesia 1945, pe%merintah daerah mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah.
t ! 1

. 1 . \
Sesuai dengan ketentuan pasal 45 peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007

tentang organiéasi perangkat daerah f,lang' menyatakan bahwa dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi sebaéai pelaksanaan peraturan perundang -
undangan dah tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat
membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.
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Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang kami Mulia

I
Berdasarkan Nota Penjelasan quernur dan Naskah Akademis Rancangan

Peraturan Daerah Provin5| Sumatera Barat Tentang

1. PENGELOLAAN:SUMBER DAYA All:L(
2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK '
3. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

kami dari Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa hal yang kami anggap'

penting untuk dapat menjadi perhatian bagi Pemprov Sumatera Barat antara lain

sebagai berikut : |

1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR o

Kami Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. S;umbafr rﬁenyampaikan beberapa saran dan

pertanyaan sebelum dilakukan pembahésan yang lebih lanjut antara lain s»ebagai

berikut : : ! |

1. Kerusakan daerah tangkapan air yang terjadi pada beberapa daerah di
Provinsi Sumatera Barat yang di sebabkan oleh penebangan liar

diharapkan bisa dijagikan pembelajarain bagi pemprov untuk lebih

serius mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya air ini. Dalam

hal pemberian perizinan dalam pengelolaan sumber daya air. untuk itu

kami minta pemerintah memberikan satu acuan yang jelas, hukum dan
. |

peraturannya agar izin yang diberikan tidak berdampak pada lingkungan

sekitar.
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Perlindungan dan pelestarian sumber air harus diatur dan dipertegas
alam aturan dan perundang = undangan yang akan disusun,‘sehingga
sumber air dapat selalu dijaga kele?tariannya dari berbagai macam
bentuk hal yang akan merusak sumber air tersebut.Kita masih melihat
di sejumlah kawasan di daerah Sumbar yang suagainya tercemar oleh
berbagai macam limbah pabrik maupun limbah dari rumah tangga yang
secara tidak langsung sangat r,pempengaruhi ekosistem dalam sungai
tersebut, yang sebagaimana kita ketahui sebahagian dari masyarakat
menggantungkan kehi!dupannya pada ‘{sungai yaitu sebagai tempat
untuk mencari ikan dan berbagai macam hasil sungai yang merupakan
penunjang ekonomi mereka.Kami dari Fraks! partai Hanura menanyalka‘n
bagaimana tanggapan saudara gubernur tentang sungai yang ‘tercemar
tersebut mengingat sungai adalah tempat penunjaﬁg ekonomi
masyarakat sekitar dan hal ini telz;h terjadi cukup lama. Mohon
tanggapan? Dan kami juga meminta bagaimana tanggapan dan langkah

— langkah penyelesaian dari §audar§ gubernur terhadap permasalahan
ini ? |
|

Disamping menetapkan tentang tata cara pengelolaan air demi menjaga
kelestarian sumber air dan lingkungan,. Kami juga dari Fraksi Hanura
melihat sebuah kebijakan pemerintah yang tumpang tindih selama inij,
yakni tentang izin tata lingkungan, dan tata ruang dalam pemanfataan
lahan2 tertentu yang rmestinya -harus menjadi prioritas bagi. daerah
resevatoir air untuk menjaga kelanglsungan sumber kelestarian air.

Tetapi justru banyak dibangun 'sebagai daerah hunian dan

R
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pengembangan perumahan atau menjadi daerah kawasan terbuka tidak
hijau, karena itu kami mohon kesedian pemprov kedepan untuk da‘pat
lebih memperjelas daerah-daerah yang berpotensi untuk resevat;o‘ir‘aiir
untuk tidak dijadikan sebagai kawasan hunian kedepan.Mohon
penjelasan?
|

Kami dari Fraksi Partai Hanura beu}*harap dengan adanya Ranperda
tentang pengelolaan air ini, bempriovi sumatera barat hendaknya benar
- benar dapat mengatasi perr’nasaléha“n dalam pengelolaan sumber daya
air dengan serius dan baik, teﬁmasuk dalam hal tata cara penggunanya,
Sebab kita‘tahu bahwa air adalah sumber utama kehidupan manusia,
karena itu dalam Ranperda yang akan dibuat ini, kami dari Fraksi
Hanura menyampaikan saran, agar Ranperda tentang Pengelolaan
sumber daya air ini, betul-betul menjadi perda yang serius, bahkan bagi

para pelanggar, nantinya dapat dikenakan sanksi yang berat.

2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANA4(

1.

Perlindungan terhadap perer‘npuan! dfan anak sebelumnya telah di atur
dalam undang - undang di ti:ngkat nasional, Dan jikapun ranperda ini di
bentuk kembali kami harapkan muatannya dapat menampung seluruh

kebutuhan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari segala

bentuk kekerasan,

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang 'sa"néét

meresahkan masyarakat, untuk itu pemerintah berkewajiban untuk
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7. Bagaimana dengan keberadaan anggota dari Badan Koordinasi Penyuluh
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ini apakah
ada di setiap kabupaten dan kota? Bagaimana dengan status
kepegawaiannya dan berapa banyak jumlah penyuluh ini yang ada di

SUMBAR., Mohon penjelasan?

|

Sebagai implementasi dan resprentasi%dari masyarakat Sumatera Barat,
kami dari Fraksi Partai Hanura sangatfmengﬁhairapkan sekali peningkatan kinerja
pemerintah daerah untuk mewujudkén pehinékatan kesejahteraan masyarakat
sehingga tercapainya tujuan pembang'.unan dalam mewu}udkan masyarakat

Sumatera Barat yang sejahtera.

Dalam pelaksanaannya Fraksi Partai Hanura tetap mengawa!l dan mengawasi
seluruh program kegiatar) yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah
sehingga program - program tersebut bermanfaat dan menyentuh bagi seluruh
lapisan masyarakaf dan bagi pemerintah dae\yah program - program tersebut

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum méupun secara moral.
? |

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi! Partal HANURA DPRD Provinsi Sumatera
Barat ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi perhatian Saudara Gubernur

sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Mohon rnaaf atas segala kekurangan dan

kekhilafan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, Amin Ya Rabbal Alamin.
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WABILLAHI TAUFIG WALHIDAYAH, |

WASSALAMMUALAIKUM WARAHMATU‘LLAHI WABARAKATQ.
Padang, 16 Séptember 2013

KETUA SEKRETARIS
Drs. H. MARLIS, MM H. DEDY 50\2}:{5 MM

PENASEHAT  :H.M.TAUHID,SIP |
H. SUNARNO GANI, SH ‘
KETUA . Drs. H. MARLIS, MM
SEKRETARIS  : H. DEDY EDWARD, SE, MM
BENDAHARA  :H.HASWAN,BE =
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